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LAPORAN WORKSHOP

KATA PENGANTAR

Pun svukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yane Maha Eza Atas limpahan rahmat dan
karumia-Nva kami dapat menvelenggarakan kegiatan Workshop Pimpinan dan Anpggota DPRD
Kabupaten Banyvumas dengan tema Pemahaman Anggaran Fungsi Buang Kena DPRD™ vang
diselenggarakan di Hotel Dafam Pekalonsan tanggal 18 s.d 20 Juni 2026

Kegmatan Workshop ini dilaksanakan atas dasar MoU antara Universitas Semarang (USM)
dengan Sekretannat DPRD Kabupaten Banvumas serta atas dasar rekomendasi pelaksanaan
Workshop dari Badan Pengembangan Sumber Dava Mamusia Daerah (BPSDMD) Provinst Jawa
Tengah dan Badan Pengembangan Sumber Dava Manusia (BPSDM) Kemendagr: RL

Penyusunan laporan kegiatan i merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam
pelaksanaan kegiatan Workshop Universitas Semarang dengan DPRD Kabupaten Banyumas, yvang
dilaksanakan oleh pamtia penvelensgara Workshop Pusat Pengembangan Sumber Dava Manusia
Universitas Semarang (PPSDM-USM). Laporan mm memupakan dokumen (arsip) yvang sangat
penting bagi Universitas Semarang vang sewaktu-waktu dibutuhkan untuk pengecekan. maka data
atau informasi vang ada bisa diakses dengan mudah

Sebelum kegiatan Workshop ini dilaksanakan kami menyusun konsep. tema dan maten
vang dilakukan dalam bentuk pra kegiatan Dalam pra kegiatan Workshop kami melakukan
tahapan perstapan vang melipoti; kajian dan analisis tema, kajian maten: yvang akan dibenkan
perencanaan wakiu dan tempat pelaksanaan dll

Keberhasilan dalam melaksanakan kematan im tidak lepas dari adanya kerjasama dan
hubungan vang baik dan seluruh jajaran dan semua pthak vang terkast, untuk o kami
menyampaikan terima kasth dan permohonan maaf atas segala kelurangan dan kesalahan selama
pelaksanaan kegmatan Workshop m1

Untuk 1 pada kesempatan yang berbahagmia mi kami sampatkan tenma kasih kepada
semua pihak yvang telah ikut berperan akfif dalam penyelensgaraan kegiatan Workshop. kam:
mengucapkan tenma kasih dan pengharpgaan yang setingei- tingmnya kepada vang terhormat;

1. ¥Yayazan Alumn: Universitas Diponegoro.

2. Rektor Universitas Semarang Bapak Dr. Supari, ST MT.

3. Badan Pengembangan Sumber Dava Manusia Daerah (BPSDMD) Provins: Jawa Tengah
vang telah membenkan surat rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop.

4.  Tim Monitoring dan Evaluas: (Monev) BPSDMD Provins: Jawa Tengah.

5. Bapak Agus Privanggodo. selaku Ketua DPRD Kabupaten Banvumas, beserta selurub
Pimpinan dan Ancoota DPRD Kabupaten Bamyumas.
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6. Bapak Dr Abdul Kanm SE, 6 MS: | Ak CA selaku Wakil Rektor II Universitas
Semarang.

7. Bapak Drs Nungky Harry Rachmat MSi zelakw Sekretanizs DPRD Kabupaten
Banyumas, beserta selumh jajaran staff Sekretartat DPRD Kabupaten Banyumas.

8 Bapak Pumomeo Batamba S 1P, M Sc. (Kemendagn RI) dan Bapak Indra Dwa Hartanto
(BPK RI) selaku narasumber.

9 Moderator.

10. Seluruh civitas akademika Universitas Semarang.

11. Pamitia penvelenggara Workshop PPSDM Umiversitas Semarang dan seluruh pihak vang
telah membantu terlaksananya kegiatan Workshop ini

Semoga jalinan kenasama in: dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan demi kebaikan
bersama. sehingea dapat membawa manfaat bagit DPRD Kabupaten Banyumas khuspsnva dan
masyarakat Kabupaten Banvumas pada umumnyva.

Demikian kami sampaikan Laporan Kegiatan Werkshop Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Banvumas, semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan Tugas Pokok dan Fungs:
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banvumas.
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DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
L Sambutan Pembukaan Workshop

A. Sambutan Rektor Universitas Semarang yvang dalam hal ini drwakihi oleh Wakil Rektor 11

Universitas Semarang

B. Sambutan Kepala BPSDMD Provins: Jawa Tengah

C. Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas dan sekaligus membuka acara

(LS =0d S Lt 0 d =l (o ) IO -

II. Laporan Kegiatan Workshop
BAB I Pendahuluan

B Dasar Hukum Penvelenggaraan

D. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan ...

B I R e a i

A Tema Workshop

B. Waktu dan Tempat Penvelenggataan oo

C. Matent Workshop.
D. Narasumber

F. Pesernia

H-Dikusi dan - Earva tawal o

1. Surat Rekomendas: dart BPSDMD Provinsi Jawa Tengah

Surat Permohonan Fasilitass Workshop.

!‘-..J

Surat Balasan dari Unrversitas Semarang.
Surat Undangan Workshop.
Jadwal Workshop.

e la

5K dan Susunan Panitia
Surat balasan Workshop dari Sekretans DPRD Kab. Banyumas,
MolU USM dengan Sekretariat DPRD Kab. Banyumas.

o5 d o
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9 Akreditas: Institusi USM dan Akreditas: Program Studi di USM
10. Absensi dan Biodata Narasumber.

11 Absens: dan Biodata Moderator.

12. Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Banyvumas.
13_ Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kab. Banyumas.
14. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Workshop.

15. Fotokop: Sertifikat Peserta Workshop.

16. Materi — matern Workshop.

17 Dokumentas:.

18. Daftar Kamar.

19 Tanda Terima Seminar Kit.
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I. Sambutan Pembukaan Rektor Universitas Semarang yvang dalam hal mi diwakili
oleh Wakil Rektor Il Universitas Semarang
(Dr. Abdul Karim S E_MSi_ Ak CA)

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kam1 hormati. Ketua DPRD Kab. Banyumas Bapak Agus Pnivanggodo;

Yang kami hommati, Ketua BPSDMD Provins: Jawa Tengah Ibu Dr. Uswatun Hasanah,
SPd_MPd

Yang kami hormati, Wakil Ketua DPRD Kab Banyvumas, Jajaran Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Banvumas;

Yang kami homman, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas Bapak Drs. Nunglky Harry
Rachmat, M 51 beserta seluruh jajarannva;

Yang kami hormati pula narasumber Bapak Pumomo Batamba, S1P. M Sc. vang telah
hadir pada kesempatan kali im

Kemudian rekan-rekan PPSDM Unrversitas Semarang.

Bapak Ibu yang sava hormaii,

Svukur alhamdulillah pada kesempatan malam han im kita telah dibent mkmat. mikomat
schat, nikmat sempat. schingga kita dapat melaksanakan kegiatan Workshop DPRD Kab.
Banyvumas di Hotel Dafam Pekalongan Pada kesempatan im kami mengucapkan terima
kasth banvak Universitas Semarang telah dibeni kepercayaan untuk kesekian kalinya
bekerjasama dalam kematan workshop DPRD Kab: Banvumas. Juza atas rekomendas:
dart BPSDMD Prowinst Jawa Tengah sehingga kegiatan 1m1 dapat terlaksana

Bapak Ibu vang saya hormati,

Sava menvampaitkan pesan dan bapak Reltor Universitas Semarang vang pada
kesempatan imi berhalansan hadir karena berkaitan dengan dies natalis kampus, sehingza
kami berbagt togas untuk keseluruhan kesiatan dapat beralan dengan baik secara
berdampingan. Sudah kesskian kalinya DPRD Kab., Banyumas bekenasama dengan
PPSDM Universitas Semarang. yang mana kanu sebagai partner dalam pelaksanaan
Workshop untuk DPRD Kab. Banyvumas. Kami Umiversitas Semarang vang berada di g1
Soekarno Hatta, membuka pintu bam siapa saja. bapak-ibu. maupun saudara vang
berkeinginan melanjutkan study di karnpus kami

Kami berharap dalam proses pelaksanaan Workshop kali ini akan memberikan manfaat
lebih bag pelaksanazan pemenntahan vang ada di Kabupaten Banyumas. Demukian yvang
dapat kami sampaikan. apabila nantinyva terdapat kekuransan dalam pelaksanaan kanu
mohon maaf

Wabilahitaufik Walhidavah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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II. Sambutan Pembukaan Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
(Dr. Uswatun Hasanah. 5.Pd.. M.Pd.)

Assalammualaikom Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.

Yang Terhormat : Rektor Universitas Semarang Bapak Dr. Supan. ST MT.. vang
dalam hal m drwakilt oleh Walal Rektor IT Bapak Dr. Abdul Kanm SE. M.S1. Ak
CA beserta jajarannyva.

Yang kami hormati : Ketua Dewan Perwakilan Ralovat Daerah Kabupaten Banyumas
Bapak Apus Privanggodo beserfa unsur pimpinan dan bapak, ibu anggota DPRD

Yang kami honmat : Sekretans Dewan Kabupaten Banvumas Bapak Drs. Nungky Harry
Rachmat M.S1 para Narasumber dan tamu undangan vang berbahama

Sebelum saya bacakan sambutan ijinkan sayva akan mengawali dengan 2 (dua) buah
pantun untuk kita semua

Batk Pekalongan indah corakmya. Terkenal hingga mancanegara DPRD kuat funegs:
anggarannva, Mengawal pembangunan demi rakvat sejahtera.

Kz Pekalongan membawa harapan. Singgah sejenak di Dafam yvang megah. Pemahaman
anggaran kita tingkatkan. Agar pembanounan Banyvumas semakin terarah:

"Pantun tersebut mengingatkan kita babwa keberhasilan pembangunan daerah tidak
hanva ditentukan oleh besarnva anggaran vang dimilika tetapt juga oleh kemampuan kita
dalam merencanakan membahas, mengalokasikan, dan mengawas: pengsunaannya
secara efektif Terlebih saat 1m Banvumas masih menghadap:t berbagar i1su strategss
seperfi penurunan angka kemiskinan percepatan penanganan stunfing. penguatan
LUMEM. peningkatan kualitas infrastroktur, serta peningkatan pelayanan publik vang
membutuhkan dukungan angoaran vang tepat dan beronentas: pada hasil ™

Hadinn vang saya hormat,

Pertama-tama dan vang paling utama manlah kita panjatkan puji dan svukur ke hadirat
Allah SWT, Tuban Yang Maha Esa. karena atas rahmat dan karunia-Nva, pada han ma
kita dapat hadir. berdoumpul dan menokutn Workshop dengan tema "Pemahaman
Anggaran dalam Fungsi dan Rupang Keja DPRD" dalam keadaan schat dan penuh
semangat untuk memingkatkan kapasitas serta  kualitas pengabdian kita  kepada
tnasyarakat.

Tema workshop vang kata angkat pada hart in1 sangat relevan dengan tugas. fungsi, dan
kewenangan DPRD sebagai unsur penvelenggara pemenmntahan daerah Sebagaimana
kita pahamu bersama, fungsi angparan merupakan salah satu fungsi utama DPRD selam
fungs: legislast dan fungsi pengawazan. Melalm fungsianggaran iilah DPRD memuliky
peran sirategis dalam memastikan bahwa setiap rupiah vang dibelanjakan pemenniah
daerah benar-benar membenkan manfaat sebesar-besamya bag masvarakat.
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Pemahaman vang baik terhadap proses perencanaan penganggaran pelaksanaan hingga
pengawasan APBD menjadi sangat penting agar kebijakan fiskal daerah dapat berjalan
efeknif, efisien akuntabel, dan tepat sasaran Angparan bukan sekadar angka-angka
dalam dolkumen APBD. tetapt merupakan instrumen pembangunan vang menentukan
arah kemajuan daerah dan kessjahteraan masvarakat.

Hadinn yvang berbahama,

Dalam konteks Kabupaten Banviumas saat tm. terdapat berbagar 1su stratems vang
memerlukan perhatian serus dan dukungan penganggaran yang memadai. D1 antaranya
adalah penmgkatan kualitas infrastruktur dasar, penguatan pelayanan keschatan dan
pendidikan, percepatan penanggulangan kemuskmnan, pengurangan angka stunting,
pengembangan UMEM dan ckonomi kerakvatan peningkatan kualitas sumber dava
manusia, serta penguatan ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, tantangan perubahan iklim vang berdampak pada meningkatnya risiko banjir,
longsor., maupun kekermgan di beberapa wilayah Kabupaten Banyumas juga
membutuhkan kebyjakan anggaran vang responsif dan beronentas: pada mutizas: seria
adaptas: bencana Di sist lmin, upava penungkatan investas: dan penciptaan lapangan kerja
juga memerlukan dukungan anggaran yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi
daerah secara berkelanjutan

Kita juga menyadari bahwa ruang fiskal daerah saat i tidak selalu luas. Kebutuhan
pembangunan terus memngkat, sementara kemampuan keuangan daerah memilila
keterbatasan. Oleh karena riu, DPRD dituntut memiliki kemampuan untuk menentukan
prioritas pembangunan secara tepat, memastikan efisiens: belamja daerah. serta
mengawal agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masvarakat Banyumas.

Hadirin sekalian,

Melalm workshop 1m, sava berharap seluruh peserta dapat memperkuat pemahkaman
mengenat sitklus penganggaran daerah, regulasi vang memjadi landasan penyusunan
APBD, mekamsme pembahasan angearan teknik analisis program dan kegiatan, hingga
sirateg: pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran Lebih dan stu, workshop i juga
diharapkan dapat memngkatkan kapasitas angoota DPRD dalam membaca dokumen
perencanaan dan pengangparan secara komprehensif sehingpa mampu menghasilkan
keputusan-keputusan polink anggaran yang berkualitas. transparan, dan berpihak kepada
kepentingan ralcyat.

Karena sesungguhnya keberhasilan pembangunan daerah ndak hanya ditentukan oleh
besarniya anggaran yang tersedia, tetapl jupa oleh kualitas perencanaan. ketepatan
alokasi, serfa efektivitas pengawasan vang dilakukan oleh DPRD bersama pemenntah
daerah

Hadinn vang saya hormat,

Man kita jadikan kegiatan i sebagai sarana untuk memperluas wawasan, memperkuat
kompetensit, serta membangun komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola
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kepangan daersh vang baik Dengan pemahaman anggaran vang semakin kuat kita
berharap DPRD Kabupaten Banyumas dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsi
representasy rakyat dan mengawal pembangunan daerah menuju Banvumas vang lebth
maju. mandin, sejahtera. dan berdaya saing.

Semoga kegiatan i benjalan lancar, membenkan manfaat vang besar, dan menghasilkan
pemahaman yang semakin batk bag: seluruh peserta Tenma kasih atas perhatiannyva
selamat mengikuts workshop, semoga Tuhan Yanpg Maha Esa senantiasa membernikan
bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pembangunan
daerah

Demikianlah beberapa hal vang dapat sava sampaikan

Sekian tennmakasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wh.

e
e
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III. Sambutan Pembukaan Ketua DPRD Kab. Banvumas dan sekaligus membuka acara
(Agus Priyanggodo)

Assalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Yang kami hormati, Wakal Eektor II Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Kanim S E.|
MS:, Ak CA
Yang kami horman. Bapak Ibu Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota DPRD Kabupaten
Banyumas,
Yang kami hormati. Sekretarss DPRD Kabupaten Banyvumas Bapak Drs. Nungky Harry
Rachmat. M 51 beserta scluruh jajarannya,
Yang kami hormats, Narasumber Bapak Purnomo Batamba, S1P.. M Sc.
Maniah kita senantiasa memanjatkan pujt syukur kehadirat Allah Subkhanahu Wata'ala,
Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nva, sehingga pada han
in1 keita masth diberikan kesehatan dan kezempatan untuk dapat bersilaturrahim di ruangan
i dalam kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Banvumas di Hotel Dafam Pekalongan
Pada kesempatan yang baik 1m kita akan focus pada tema kematan Workshop kita adalah
“Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRIY. Pada kegiatan i1 man kita
laksanakan dengan maksimal. sehingga dampak vang kita dapatkan dapat dengan optimal.
Man manfaatkan sebatk mungkin dengan maksimal
Pada pelaksanaan Workshop kali 11 sava mengajak temitama pada dini sava sendir: dan
para Anggota DPRD Kabupaten Banyumas peserta Workshop marilah lata ciptakan rasa
ikhlas agar selalu berkembang dalam lubuk hati ksta, karena berkembangnva rasa ikhlas
‘akan terpancar etos kerja vang maksimal sehingea kerja kita tidak semata dukur dengan
keduniaan_ tetap: berkiblat pada nidho Allah SWT., aamiin va robbal 'alamun Oleh
karenanva man kita laksanakan kegiatan 1 dengan baik
Akhirnya dengan mengucap.
BISMITT AHTRR AHMANIRRAHTM
Kegiatan Workshop DPRD Kab. Banyvumas
Dengan tema
“ Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD”
SAYA NYATAKAN DENGAN RESMI DIEUKA
Diemikianiah beberapa hal vang dapat sava sampaikan Semoga Allah Subhanahuy Wa

Ta ala meridho1 semua usaha kata

Wabillahi Taofig Wal Hidayah. Wassalamu alaikum Wr. Wh.

e
e
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BABI
PENDAHULUAN

A. DASAR PEMIKIRAN

Sesual dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengums sendin uwrosan pemerintahan
memurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pembenan otonomi luas kepada dasrah diarahkan
untuk mempercepat terwujudnyva kesejahteraan masvarakat melalui pemingkatan pelavanan.
pemberdayaan dan peran serta masyarakat Disamping itu melall: otonomu luas, daerah
diharapkan mampu memngkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhusosan serta potensi dan keanckaragaman daerah
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pemerintahan daerah dalam ranoka meninglkatian efisienss dan efektivitas
penyelengparaan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemernintahan
dan antar pemenntahan daerah potensit dan keanekarapaman daerah Aspek hubungan
wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonezia Aspek hubungan keuangan pelavanan umum, pemanfaatan sumber dava
alam dan sumber daya lainnva dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping ttu, perlu
diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persamngan global dengan memanfaatkan
perkembangan ilmu pengetabuan dan teknolog: Agar mampu menjalankan perannva tersebut,
daerah dibenikan kewenangan vang seluas-luasnva disertat dengan pembenan hak dan kewajiban
menyelengparakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penvelengparasan pemenntahan
negara.

Sgjalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi vang nyata dan
bertanzgungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangan: urusan
pemermtakan dilaksanakan berdazarkan tugas, wewenang, dan kewajiban vang senvatanva telah
ada dan berpotens: untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan
daerah. Dengan demikian 1s1 dan jems otonomi bam setiap daerah tidak selalu sama dengan
daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi vang bertanggungawab adalah otonomi
vang dalam penvelenggaraannyva harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksued
pemberian otoriomi, vang pada dasarnva untuk memberdayaican daerah termasuk meningkatkan
kesejahteraan rakvat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip
1ty penvelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientas: pada peningkatan kesejahteraan
masvarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi vang tumbuh dalam
masvarakat.

Kepentingan dan aspirasi masvarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemenntah
Daerah maupun Dewan Perwakilan Bakvat Daerah sebagai representas: perwakilan rakvat dalam
strukiur kelembagan pemenniahan dasrah yang menjalankan fungs: pemenntahan. yang
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bertujuan scbagammana vang discbutkan di atas. Pemenntah dazrah menjalankan fungsi

pemerintahan dan DPRD menjalankan fungs: legislasi. funpsi penganggaran (budgeting) dan

fungsi pengawasan
Sebagai unsur pemenntahan daerah DPRD tunnt serta melahirkan kebyakan-kebyakan

di dasrahnva, terutams vang dituangkan dalam Peraturan Daersh Secara umum peran im

diwnjudkan dalam tiga fungsi. yaitu:

1. Regulator vaimu mengatur seloruh kepentingan daerah. baik vang termasuk vmisan-urisan
rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan-urusan pemerintah pusat vang diserahkan
pelaksanannya ke daerah (tugas pembantuan);

. Policy Making vaitu memumuskan kebijakan pembansunan dan perencanaan program-

o]

program pembangunan di daerahnya:

3. Budgeting vaitu Perencanaan Anggaran Daerah (APBD).

Lebih khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku (UL Susduk
dan UU Pemenntahan Daerah), implementasi kedua peran DPRD tersebut lebih disederhanakan
perwujudannyva ke dalam tiga fungs:, vartu -

1. Fungs1i Pembentukan Peraturan Dasrah,

2. Fungsi anggaran; dan

3_ Fungs1 pengawasan

Tugas dan Wewenang DPRD -

L. Membentuk peraturan daerah kabupaten bersama Kepala Daerah;

2. Membzhas dan membenkan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenal angparan
pendapatan dan belanja daerah kabupaten vang diajukan oleh Kepala Daerah;

3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten;

4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dasrah dan‘atau wakil Kepala Daerah
kepada Menten Dalam Negen melalli gubermnur untuk mendapatkan pengesahan
pengangkatan dan’atau pemberhentian;

5. Memilih wakil Kepala Daerah dalam hal terjad: kekosongan jabatan wakil Kepala Daerah;
(catatan baman hukum);

6. Memberikan pendapat dan pertimbancan kepada pemenntah dacrah kabupaten terhadap
rencana perjanjian internasional di daerah;

7. Membernkan persetujuan terhadap rencana kerja sama imternasional yang dilakukan oleh
pemenniah dasrah kabupaten:

8. Mepunta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemenntahan dasrah kabupaten:

9. Membenkan persetujuan terhadap rencana kerjasams dengan daerah lain atau dengan pihak
ketiza vang membebam masyarakat dan daerah;

10. Mengupavakan terlaksananva kewapiban daerah sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan
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11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD sevogyvanya merupakan hubungan kerja
vang kedudukannva setara dan bersifat kemiutraan Kedudukan vang setara bermakna bahwa
diantara lembaga pemenntzhan daerah 1t memliki kedudukan vang sama dan sejajar, artinva
nidak saling membawahi. Hal i dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan dasrah berupa
Peraturan Daerah Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemenntah Daerah dan DPED
adalah sama-sama mitra sekena dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi
daerah sesuai dengan fungs: masing-masing sehingga antar kedua lembaga 1tu membangun suatu
hubungan kerja vang sifamya saling mendulkung (sinergi) bukan merupakan lawan ataupun
pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungs: masmg-masing.

Namun dalam kenyataannva, sinergisme tersebut belum dapat benjalan secara optimal
Kesetaraan hubungan tersebut seningkalt dimaknai lamn, vang mengurangi fungsi dan
kewenangan dewan Sebagai contoh, masth banyaknva produk peraturan-peraturan dasrah yang
merupakan inisias: dan pemenmntah daerah. bukan dan DPRD. Padahal ika kata memjuk pada
Pasal 95 avat (1) Peraturan Pemenntah No. 23 Tahun 2004 dengan tegas dinyvatakan bahwa
“"DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah™ Imi artinya bahwa “leading
sector pembentukan PERDA seharpsnva ada ditangan DPRD.

Belum lagi yang berkaitan dengan “bargaining posisition” dalam pembahasan APBD,
DPRI) masth dalam posisi vang lemah Bagaimana tidak. draft Perda APBD tersebut biasanva
masuk ke Dewan dalam waktu yang sangat pendek, schingga sangat sulit bagi Dewan untok
secara teliti mengkayn substans: dan draft tersebut.

Selain kedua contoh di atas, pka kita lihat dan aspek penpganggaran vang dimilila
Dewan. masth sangat timpang dibandingkan dengan penganggaran vang ada di pemerintah
daerah Devwan tdak mempunyal otonomisas: anggaran vang dapat mendukuong fungs: dan
kinerjanya secara optimal. Sehingza ndak anch jika seringkali muncul ‘rumeor’ bahwa DERD
hkanya sebaga: ‘rubber stamp’ vang meligitimasi semua kebijakan pemenntah Hal 1mi1 diperparah
lag: dengan regulas: kita yang belum membenkan kedudukan yvang setara antara pemernintah
daerah dengan DPRD. vaitu antara lain vang berkartan dengan
= Status pejabat negara, hanyva melekat pada kepala daerah tidak termasuk anggota DPRD),

» Pengaturan hak imisiast legsslasi bam anggota maupun kelembagaan DPRD dibanding dengan
pengaturan  imisiasi lemslasi dari pemernintah daerah (dalam bentuk peraturan teknis
pelaksanaan);

« Kedudukan, tupas dan fungs alat kelengkapan Panitia Lemslast dalam strultur kelembagaan
Dewan:

» Penpangkatan staf ahli untuk mendukung kinerja dewan; dll

Dan kondisi yang demikian. memang sepertinya sangat sulit untuk berharap banyak
adanva kesetaraan antara Pemenntah Daerah dengan DPRD, tetapr hal 1m bukannya tidak
mungkin  Sejalan dengan perubahan konstitusi dan kematangan otonomi daerah, mulai
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dilakukan penguatan fungsi dan kinerja dewan melalu perubahan regulasi, pembenahan struktur
kelembagaan (mis. adanyva penambahan alat kelengkapan dewan vang berupa Panitia Legislast.
Badan Kehormatan, dll), penguatan kelembagaan (optimalisasi fungsi alat-alat kelenglapan
dewan). penguatan pengangearan. penunekatan daya dukung Dewan (sarana-prasarana dan staf)
dan penemtuan Program Legslasi Daerah sebagai instrumen perencanaan pembentukan
peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis amtara Dewan dan
Pemenntah Dasrah.

Dalam rangka Tn Dharmma Perguruan Tingg: dan mendasan Peraturan Pemerintah
Nomeor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan
Daerah, ferta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesiz Nomor 6
Tahun 2024 Tentang Onentas: dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provins:1 dan Dewan Perwakilan Raloat Daerah KabupatenKota Dalam kegiatan
Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas ada beberapa maten vang akan
disampailcan: pertama wvaitu Pokek- Pokek Pilaram (Poldr) Angsota DPRI. Dalam
penyelengparaan pemenntahan daerah, Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (DPRD) memilika
tiga fungs: utama vaitu fungs: pembentukan peraturan daerah, fongs: anggaran dan fungs
pengawasan, Dan ketiga fungs: tersebut, fungs: anggaran memegang peranan strategis dalam
memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara efekuf efisien
transparan, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran masvarakat.

Pelaksanaan fungsi anggaran memerlukan pemahaman vang komprehensif mengenal
mekanisme penyusunan, pembahasan, penetapan. serta pengawasan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selamn 1w, anggota DPRD juga perlu memahama
keterkaitan antara fungs: anggaran dengan tata kelola miang kega DPRD sebagai bagan dan
dukungan admiistratif. kelembagaan, dan pelaksanaan magas kedewanan agar seluruh aktivitas
DPRD dapat berjalan secara optimal sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

D1 s151 lain. Pokok-Pokok Pikiran (Pokar) Anggota DPRD merupakan hasil penverapan
‘aspirast masyvarakat vang diperoleh melaln kematan reses maupun mekamisme komunikas
dengan konstituen. Pokir menjad: salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen
perencanaan pembangunan daerah serta penyusunan APBID). sehingea penvusunannva harus
mengacy pada priontas pembangunan dasrah, kebutuhan masyarakat, serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlakun. Pemahaman wvang baik mengenai proses penyvusunan,
penginputan. pengintegrasian, hingga penganggaran Pokir sangat pentfing agar usulan vang
disampaikan dapat diakomodasi secara tepat, terukur, dan membenkan manfaat nyata baoi
masvarakat

Matenn vang kedua vartu Memahami Pofensi Fraud dalam Pengelolaan &
Perencanaan APBD 2027. Dalam penvelenggaraan pemenntahan daerah, Dewan Perwakilan
Ralkyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah vang menjalankan fungs: pembentukan peraturan daerah. fungs: anggaran. dan fungsi
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pengavwasan. Ketiga fungsi tersebit saling berkaman dalamy mewwundkan tata kelola
pemermtahan vang transparan, akuntabel, efektif. dan beronientasi pada kepentingan masvarakat.

Fungsi anggaran DPRD mempakan sailah satn instrumen penting dalam memastikan
bahwa proses perencanaan, pembahasan, penetapan, dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerzh (APBD) dilaksanakan sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
serta prinsip pengelolaan keuangan daerah vang baitk Dalam pelaksanaannva, fungs: anggaran
memerlukan dulkungan kelembagaan dan tata kelola ruang kerja DPRD vang mampu menunjang
koordinas:, penyediaan data. analisis kebyakan, serta administrasi kedewanan secara efeknf
schingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara profesional dan berbasis
informasi

Menjelang penvusunan dan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 kompleksitas
pengelolaan keupangan dacrah semakin menmingkat seiwring dengan tuntutan efisienst belanja,
peningkatan kualstas pelavanan publik, serta penerapan tata kelola pemernintahan vang bersih dan
bebas dan praknk penyvimpangan Dalam kondis: tersebut, pemahaman mengena: potenst fraud
dalam proses perencanaan dan pengelolaan APBD menjadi aspek vang sangat penting bam
anggota DPRD besarta unsur pendukungnyva.

Potens: fraud dapat muncul pada berbagai tahapan pengelolaan APBD. mulai dan proses
perencanaan program dan kematan pemyusunan ‘anggaran. pengadaan barang dan jasa.
pelaksanaan kematan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban kevangan Risiko tersebut
dapat dipengaruhli oleh lemahnyva pengendabian internal, kurangnva transparansi, konflik
kepentingan penvalahsunaan kewenangan, maupun rendahnya kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan. Oleh karena tu. DPRD sebagai lembaga vang memilikt fungs:
anggaran dan pengawasan perlu memliki pemahaman vang memadas untuk mengenali indikator,
faktor risiko, serta langkah-langkah pencegahan fraud sejak tahap perencanaan anggaran

Pemingkatan kapasitas anggota DPRD dalam memahami tata kelola angpatan vang baik,
fungs: ruang kerja DPRI). serta potensi fraud dalam pengelolaan dan perencanaan APBD
diharapkan dapat memperkuoart kualitas pengawasan, memngkatkan integritas kelembagaan dan
mendorong terciptanya proses penganggaran yang lebih transparan, akuntabel, serta beronentas:
pada kepentingan masvarakat Dengan demikian, penyvosunan APBD Tahun Anggaran 2027
dapat berlangsung secara lebih efekinf, efisien transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat
vang optimal bagt pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Maten ketiga vattu Memingkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam
Mendeteksi & Mencegah Potensi Korupsi serta Pemborosan Anggaran Dewan Perwakilan
Fakyat Daerah (DPED) merupakan unsur penvelenggara pemenntahan daerah yang memilika
kedudukan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemernintahan vang demokratis, transparan,
dan akuntabel Dalam menjalankan tugas dan kewenangannva, DPRD memiliks tiga fungs:
utama, vaitu fungsi pembentukan peraturan daerah. fungs: anggaran. dan fungs: pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut saling mendukung dalam memastkan penyvelengoaraan pemenntahan
daerah benjalan sesuai dengan prnsip tata kelola pemenntahan vang baik (good governance).
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Fungsi pengangzaran DPRD memiliki peran vang sangat penting dalam proses
penvusunan, pembahasan, persetujuan, serta pengawasan pelaksanaan Angparan Pendapatan dan
Belanja Dazrah (APBD). Melalm fungsi tersebut, DPRD memastikan bahwa kebyjakan angparan
disusun berdasarkan prionitas pembansunan daerah, kebutuhan masvarakat, kemampuan
keuvangan daerah. serta ketemtuan peraturan perundang-undangan vang berlaku. Dalam
pelaksanaannva, fungs: penganggaran juga memerlukan dukungan tata kelola ruang kegga DPRD
vang efekif sebaga sarana koordinasi. penvediaan data analisiz kebyjakan dan administrasi
yang menunjang proses pengambilan keputusan secara profesional.

4 tengah meningkatnva tuntutan terhadap transparansi, efisiensi. dan akuntabilitas
pengeloiaan keuanpan daerah, DPRD diuntut memiliki kapasitas vang memadai dalam
mengidentifikas: berbagar ristko vang dapat memensaruhr kualitas penyusunan maupun
pelaksanaan APBD. Salah satu tamtanpan yang perlu mendapat perhatian adalah potens:
terjadinya korupsi. konflik kepentingan, penvalahsunaan kewenangan, mark-up anggaran,
pengalokasian belanja vang tidak tepat sasaran_serta berbagat bentuk pemborosan anggaran vang
dapat mengurang efekiivitas penggunaan keuangan dacrah dan menghambat pencapaian tujuan
pembangunan

Upava pencegahan korupsi dan pemborosan anggaran tidak hanva dilakukan melalui
mekamsme penegakan hukum. tetapi juga melaln penguatan kapasitas kelembagaan dan
peningkatan kompetens: para pemangku kepentingan, termasuk anggota DPRD. Pemahaman
mengenal prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja. manajemen nsiko. pengendalian
internal, identifikas: indikator potensi penyvimpangan, serta penerapan prinsip transparansi dan
akuntablitas menjadi bekal penting dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan
secara optimal Penguatan kapasiias tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya proses
penganggaran vang lebth efektif efisien, tepat sasaran. dan berpthak pada kepentingan
masvarakat.

Materi keempat yaitu FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD “Pemahaman
Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD”. Dewan Perwakilan Rakyat Daerzh (DPED)
merupakan lembaga perwakilan rakvat di daerah vang memiliki fungst sirategis dalam
penvelenggaraan pemenmtahan daerah melalu pelaksanaan fungsi pembentukan peratiran
daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan Ketiga fungsi tersebut merupakan satu
kesatuan vang saling mendukung dalam mewujsdkan tata kelola pemenntahan daesrah vang
efektif. transparan_ akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masvarakat.

Di antara ketiga fungsi tersebut, fungs1 anggaran memiliki peran vang sangat penting
dalam memastkan bahwa proses penvusunan, pembahasan, persefujuan, dan pengawasan
Anpggaran Pendapatan dan Belamja Dasmh (APBD) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perondang-undangan, prioritas pembangunan daerah. serts kemampuan keuangan
daerah Pelaksanaan fungs: tersebut membutuhkan pemahaman vang komprehensif mengena:
siklus penganggaran daerah, hubungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, serta
mekanisme kena DPRD dalam mendukung pengambilan keputusan yang berkualitas.
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Optimalisast funps: anggaran tidak hanva ditentukan oleh kapasitas individu anggota
DPRD. tetapt juga dipengaruhi oleh efektivitas tata kelola ruang kegja DPRD sebagar pusat
koordinasi, komunikas:, penvediaan informasi, admimistrasi. dan dukungan tekmis dalam
pelaksanaan tugas-tugas kedewanan Pengelolaan ruang kerja vang tertata dengan baik akan
mendukung pemingkatan produktivitas, miemperkuat koordinas: antar alat kelengkapan DPRD,
serta menciptakan lingkunpgan kerja yvang kondusif dalam mendukung pelaksanaan fungs:
legislast. penpanggaran, dan pengawasan

Dalam praktikmva. pelaksanaan fungst anggaran sering menghadapt berbagai tantangan,
baik vang berkattan dengan dinamika regulasi. perubahan kebiyjakan fiskal sinkronisasi antara
perencanaan dan penganggaran, maupun koordinas: internal antar alat kelenglapan DPED. Oleh
karena 1tu. diperlukan ruang diskusi vang konstruktif sebaga:r media berbagi pengalaman,
menyvamakan persepsi, menmidentifikast berbaga tantangan, serfa merumuskan langkah-langkah
strategis untuk memingkatkan efekrivitas pelaksanaan fungsi anggaran dan tata kelola
kelembagaan DPRD.

Salah satu metode vang efektif untuk mencapai tmjuan tersebut adalah melalw Focus
Group Discussion (FGD) vang melibatkan unsur pimpinan DPRD. anggota DPRD, alat
kelengkapan dewan, serta sekretanat DPRD. FGD membenkan kesempatan kepada peserta
untuk berdiskuer secara pamsipatif. bertukar pandangan mengidentifikas: praktk-praknk vang
telah benjalan, serta merumuskan rekomendas: bersama dalam rangka memperkuat pelaksanaan
fungs: anggaran dan optimalisasi ruang kerja DPRD.

Melalui kematan Workshop DPRD dengan tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang
Kerja DPRIY" vang dikemas dalam bentuk FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRID),
diharapkan tercipta kesamaan persepst,. memingkamya kapasitaz  kelembagaan, serta
terbanpunnya sinergi vang lebih kuat antar unsur DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran
secara profesional, efeknf dan akuntabel Hasil dan FGD 1m diharapkan dapat menjadi masukan
stratemis dalam penyvempumaan tata kelola intermal DPRD, memperkuat koordinas: antar alat
kelengkapan dewan, serta mendukung terwujudnva proses penganggaran daerah vang
berkualitas, transparan. dan berpihak pada kepentingan masyarakat Diharapkan peserta dapat
menvimpulkan maten vang telah disampatkan para narasumber.

Guna mewujudkan dasar pemikiran di atas, maka bersama im kami Universitas
Semarang (USM) melalmi Pusat Pengembangan Sumber Dava Manusia Universitas
Semarang (PPSDM — USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas
serta Badan Pengembangan Sumber Dayva Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa
Tengah telah menyvelengparakan kepiatan Workshop dengan tema Pemahaman Anggaran
Fungsi Roang Kerja DPRD".
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B. DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN

1

2

10.

0

1.

L

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1943;

. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negarab Republik
Indonssia Nomor 5387) sebagaimana t=lah diubah beberapa kali terankhir dengan Undang-
Undang Nomeor ¢ Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemenintah Pensganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

. Undang-Undang Nomeor 2 Tahun 2018 tentanz Perpbahan Kedua Ataz Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusvawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakvat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Eakvat Daerah;

Peraturan Pemernntah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemenntah Daerah;

Peraturan Pemenntah No 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Terub DPRD
Provinsi, KabupatenKota;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemenntah No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemernntah No. 1B
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
Peraturan Mentern Dalam Negeri Nomor 211 Tahun 2011 tentang Perubzhan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menter: Dalam Negeni Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Onentast
dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan
Perwalkilan Rakyat Daerah KabupatenKota.

Permendagn No. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Ansgaran Pendapatan dan
Belama Daerah Tahun Anggaran 2026,

MATERI

Pokok- Pokok Pikiran (Poksr) Anggota DPRD.

Narasumber : Purnomo Batamba, 5 1P M Se. (Kemendagri RT).

Memahami Potensi Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 2027,

Narasumber - Purnomo Batamba, S1P, M. 5c. (Kemendagr RI)

Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Mendeteksi & Mencegah
Potensi Korups: serta Pemborosan Anggaran.

Narasumber : Indra Dwi Hartanto (BPK RI).

FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD

“Pemahaman Angparan Fungsi Ruang Kerja DPED™.

Dipimpin oieh Pimpinan DPRD Kab Banyumas.
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D. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN
Maksud dan Tujuan diadakannva kegiatan in1 adalah sebagai berikut:

IF-J

b

Peserta mampu memsharn konsep, fungs:. dan mekamsme penyusunan Pokok-Pokok Pikiran
(Pokir} Angzota DPRD sebagai bagian dari pelaksanaan fungs: anszaran DPRD dalam proses
perencanaan dan penganggaran pembangunan dasrah

Peserta mampu memahami potens: fraud dalam proses perencanaan dan pengelolaan APBD
Tahun Angearan 2027 serta mengidentifikasi langkah-langkah pencesahan umuk mendukung
tata kelola keuangan daerah vang transparan, akuntabel dan sesuai peraturan perundang-
undangan

. Peserta mampu memngkatkan pemahaman dan kapasitas dalam melaksanakan fungsi

penganggaran DPRD. khususnva dalam mendetelksi, mencegah, dan mengawas: potensi
korupsi serta pemborosan anggaran guna mewujudkan pengelolazn keuangan dasrah vang
efektif. efisien. transparan, dan aluntabel.

Peserta mampu memperdalam pemahaman mengenal fungsi anggaran sebagar bagian dan
ruang kerja DPRD serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan
penganggaran untuk mendukung pengawasan dan pengambilan keputusan vang efektif
transparan, dan akuntabel dan mampu menank kesimpulan dari beberapa maten kegiatan
Workshop.

PEMBIAYAAN

Pembiayaan Workshop dan masing-masing peserta Workshop. berasal dan anggaran peningkatan
SDM vang bersangkutan yvang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Tahun Angearan 2026.
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BABII
KEGIATAN

A. TEMA WORKSHOP
“Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD™.

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Han - Kamis s.d Sabiu

Tanggal 218 s:d 20 Jum 2026

Tempat : Hotel Dafam Pekalongan
Jalan Unp Sumoharjo No. 33, Medono, Kecamatan Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah

e

2

MATERI WORKSHOP

1. Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD.

2. Memaham Potensi Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 2027,

3. Menmngkatkan Kapasitas Fungsi Pengansgaran DPRD dalam Mendeteks: & Mencegah
Potenz1 Komipsi serta Pemborosan Anggaran.

4. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPED
“Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD™.

=

NARASUMBER

1. Purnomo Batamba, S1P., M Sc. (Kemendagri RI).
2. Pumomo Batamba, 5.1 P.. M Sc. (Kemendagn: RI).
3. Indra Dwi Hartanto (BPK RI).

4. Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kab. Banyumas.

=

AODERATOR
1. Dew. SPd.

e

PESERTA
1. Peserta vang mengikuti Workshop dari Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

sebanvak 48 orang peseria

b

10 orang pendamping dan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyvumas.
Absensi Peserta dan Pendamping terlampar.

@

SUSUNAN ACARA PEMBUEKAAN WOREKSHOP
1. Pembukszan.

2. Menyanyikan Lapu Indonesia Raya.
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LAPDRAN WORKSHOP

3. Mengheningkan Cipta
4. Sambutan-sambutan -
DPertama : Sambutan Rektor Universitas Semarang vang dalam hal mi drovakali oleh
Wakil Rektor [T Universitas Semarang.
(Dr. Abdul Kanm, SE, M8 Ak CA)

Kedua - Sambutan Kepala BPSDMD Provins: Jawa Tengah
(Dr. Uswatun Hasanah, SPd.. M Pd)
Ketiga : Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Banvumas dan sekaligus membuka acara

(Agus Prnivanggodo. )

Penverahan ucapan tennmakasih.
Foto bersama_
Penutup.

oo v

=

DISKUSI DAN TANYA JAWAB
PERTANYAAN (MATERI1):
1. Bapak Mustofa, S.As.
Semakin kesimi semalkin susah, padahal filosofinva memudahkan vang sulit jangan

menyulitkan vang mudah. Ads apa dengan pusat 7
2. Bapak Andik Pegiarto, S KM

Aturan dibuat jangan berbeli-belit dan nbet, solusinya bagaimana ?
3. Bapak Arief Dwi Kusuma Wardhana. S.E.

Polar ndak dilanjuti, percuma

JAWABAN NARASUMBER : Bapak Purnomo Batamba., S.1LP.. M. Sc. menda

1. Pemyataan "semakin ke sini semakin susah” lebih tepat dipahami ssbaga1 dampak dan
memngkatnyva standar tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuvanpan negara
Tantangan yvang dihadapi bukan semata-mata berasal dan banvaknva regulasi. tetapt juga
dart kebutuhan untuk men}'embangkan akuntabilitas, kepastian hulum, efisiensy birokrasi
dan fleksibilitas daerah Oleh karena itu, vang perlu dibangun adalah regulast vang
sederhana dalam prosedur, kuat dalam pengawasan, dan adaptif terhadap kebutuhan
daerah. schingga filosofi "memudahian vang sulit tanpa menyvulitkan vang mudal” dapat
benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan pemernntahan

(8]

Permasalahan regulas: yang diangzap berbelit-belit tidak selalu disebabkan oleh banyaknya
gturan, tetapt juga oleh kualmas penyusunan regulasi, koordinasi antarlembaga dan
mekanisme implementasinya. Sclusi vang palinz tepat adalah melakukan penyederhanaan
prosedur melalui harmonisas) resulasy. penouatan koordinast pusat dan daerah. digitalisasi
vang berbasis penvederhanaan proses kega, serfa pemingkatan kapasitas aparatur. Dengan
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demukian_ regulasi dapat menjadi instrumen vang membenkan kepastian hukum sekalipns
mendukung pelayanan publik vang efektif, efisien. transparan, dan akuntabel. Prinsip vang
perlu diwujudkan adalah "aturan vang sederhana dalam prosedur, tetapn kuar dalam
pengawasan dan akuntabilitas "

3. pemvataan bahwa "Pokir ndak ditindaklanjuti sehingga percuma” tidak sepenuhnya tepat
apabila ditinjau dan perspektif tata kelola pemenntahan Polar tetap memilik nilay strategis
sebagai instrumen penvaluran aspirasi masyarakat dan menjadi salah satu bahan penting
dalam proses perencanasn pembangunan daersh Tantangan vang perlu diperbaiki bukan
keberadaan Pokir 1tu sendini, melainkan mekanisme penyusunan, sinkronisas:, koordinas:,
dan transparans: dalam proses penmntegrasiannya ke dalam APBD. Semakin baik kualitas
usulan Pokir dan semakin kuat koordinas:i antara DPRD dan pemenntah daerah, maka
semakin besar peluang Pokir tersebut dapat diakomodasi sesuat dengan prioritas

pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

PERTANYAAN (MATERI2) :

Bapak Rachmat Imanda, S.E.. Ak

Hasil rapat antara SKPD dan DPRED pembahasan hukum densan DPRD sebagai mitra kerja
bupati memaka: pedoman SE (Surat Edaran). Kenapa tidak sesuai kesepakatan 7 hingga akhirnva

DPRD menganggap semua cacat hukum.

JAWABAN NARASTUMBER : Bapak Purnomo Batamba. S.LP.. M.Se.
Perbedaan antara hasil kesepakatan DPRD dan pemenntah daerah dengan implementas:
kebyjakan yvang mengacu pada Surat Edaran umumnya mencerminkan adanya dinamika dalam

penerapan regulasi dan koordinasi antarlembaga. Surat Edaran pada prinsiponya berfungsi sebagai
pedoman adminmistranf dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
vang lebih tingm. Oleh karena itu, apabila terjadi perbedaan implementasi. langkah vang periu
ditempuh: adalah melakukan klarifikasi terthadap dasar hukum memperkuat komunikasi antara
DPRD dan pemermtah daerah, serta memastikan bahwa setiap kebijakan tetap berpedoman pada
asas legalitas. kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan demikian, setiap
perbedaan dapat diselesaikan melals mekanisme hubum dan kelembagaan vang tersedia tanpa
menmirang: semangat kemitraan dalam penyelenggaraan pemenntahan daerah.

PERTANYAAN (MATERI2) :

1. Bapak Dr. H. Supangkat. S.H.. MLH.
Kepala Daesrah trdak menjawab pekerjaan, jawaban hanva mengatakan akan dilaksanakan di
APBD Perubahan tetapn kenvataannya tidak dilaksanalkan ( terkait Anggaran Perubahan).

2. Bapak Trisno Sudarso, S5.50s.
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Stkapi dan laporkan ke BPK RI atas temuan-temuan vang terjadi saat i1, salah satunva kasus
MBG karena hal ini memang menjadi perhatian kasus.
3. Bapak Nungky Harry Rachmat, M.Si.
Penunggzakan yvang terjadi karena ada temuan DPRD sampai bersurat ke BPKP._ tetap: sampai
detik 1m1 tidak ada jawaban Apakah vang harus kami lakukan 7 apakah haros bersurat ulang
agar di hapus bukt temuan karena kami sudah menyelezaikan temuan tunggakan tersebut.
4. Bapak Dedi Suprivanto
Ada juga kelebihan bayar tetapi belum menenma sisa pengembalian. apakah kita harus ke
BPK RI atau tetap di daerah atas kelebihan bavar tersebut 7
5. Bapak Agus Privanzggodo
Berkaitan dengan Pokir DPRD oleh Bupati maka artinva im tidak berfungs: dan tidak
diterima_apakah APBD bisa dilaksanakan dan apakah tanggapan hulum menurut BPE 7 dan
apa vang bisa dilakukan DPRD ?

JAWABAN NARASTMBER : Bapak Indra Dwi Hartanto (BPK RI)
1. Kendakterlaksanaan suatu program vang sebelumnva direncanaksn untuk diakomodas:

dalam APBD Perubahan tidak serta-merta menunjukkan adanva pelanggaran prosedur atau
pemimpangan Kondisi tersebut dapat dipengamuln oleh berbagar faktor, sepert
keterbatasan fiskal, perubahan regulasi, hasil evaluas: tekms. maupun dinamika
pembahasan anggaran Namun berdasarkan prinsip transparans: aluntabilitas. dan
kepastian hukum,_ ssthiap perubahan dan rencana vang telah disampatkan kepada DPRD
scharusnva disertar dengan pemjelasan vang jelas. berbasis data. dan dapat
dipertanggungjawabkan Dy sinilah fungs: penganggaran dan fungsi pengawasan DPRD
menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan anggaran tetap selaras dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan masyarakat.

2, Seuap temuan dalam pengelolaan keuangan daerah harps ditindaklanjutt melalog
mekamsme yang sah dan sesual dengan kewenangan masing-masing lembaga Apabila
terdapat indikas: ketidaksesuaian dalam pengelolaan kenangan. DPRI) dapat menjalankan
fungsi pengawasannya dan menyampaikan informas: yang didukung data kepada BPK RI
sebagai bahan pemernksaan Namun, pemlaian mengenai ada atau tidaknva pelanggaran
maupun kerugian kenangan negara harus didasarkan pada hasil pemeriksaan lembaga vang
berwenang dan. apabila terdapat dugaan tindak pidana, diproses sesuai mekanisme hukum
vang berlaku. Pendekatan tersebut mencermunkan pencrapan prinsip akuntabilitas,
transparansit. kepastian hukum, dan due process of law dalam penyelenggaraan
pemermtahan daerah

3. Apabila tungeskan atau permasalahan vang menjadi temuan DPRED telah diselesaikan,
maka langkah yang tepat adalah mengajukan surar tindak lanjut/’klanifikas: kembali kepada
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BPEKP denpgan melampirkan bukti penyelesaian vanp lengkap bukan semata-mata mermmta
penghapusan temuan Status temuan hanva dapat diperbanu setelah dilakukan venfikasi
oleh pihak vang berwenang Dengan mekanisme tersebut, penvelesaian tetap memilika
dasar hukum_ tercatat secara admumstratif, dan memberikan kepastian bahwa permasalahan
telah dinndaklanjot sesuat prinsip transparanst dan skuntabilitas pengelolaan keuangan
daerah

Permasalahan kelebthan bayvar pada prinsipnya diselesatkan terlebih dahulu melaha
mekanisme pemenntah daerah, karena perangkat daersh merupakan pihak vang
bertangpung jawab atas pelaksanaan kematan dan pengelolaan anggaran Tidak semua
permasalahan kelebihan bavar harmis langsung dibawa ke BPK BRI Namun. apabila
kelebihan bayar tersebut merupakan bagian dan temuan pemenksaan BPK BRI maka
penvelesaiannva hamus dilaporkan sebagai tindak lanut rekomendas: pemernksaan dan
dilakukan pemantauan sesuai mekanisme vang berlaku.

Denpan demikian. langkah wvang tepat adalah memastikan proses penamhan dan
pengembalian benjalan di tingkat dasmah terlebih dahulu, didukung dokumen vang lengkap,
serta melakukan koordinasi dengan lembaga pengawasan apabila terdapat hambatan atau
apabiia hal tersebut berkartan dengan tindak lanjut hasil pemenksaan Twyuan akhimya
adalah memastikan keuangan daerah terlindungm dan setiap pensounaan anggaran dapat
dipertanggungjawablian sesuat prinsip tafa kelola pemenntahan vang baik

Pokir DPED merupakan instrumen penting dalam menvalurkan aspirast masvarakat_ tetapt
secara hukum bukan meropakan program vang otomatis wajib dimasukkan ke dalam APBD
tanpa melalm proses perencanasan dan penganggaran APBD tetap dapat dilaksanakan
apabila telah memenuhi prosedur hukum dan mendapatkan persetujuan sesuai ketentuan

Dalam perspektif BPE. vang menjadi perhatian utama bukan apakah seluruh Pokir diterima

‘atau tidak melamkan apakah proses perencanaan dan penganggaran telah dilaloukan secara

transparan, objeknif akuntabel, dan sesuat aturan (Oleh karena ttu, apabila Pokir tidak
dizkomodast, DPRD sebaiknva tidak hanva mempersoalkan hasil akhirmva, tetapt
memastikan adanya alasan yang jelas. mekanisme yang transparan, seria memperkuat
fungs1 pengawasan agar aspiras1 masyarakat tetap menjadi bagian penting dalam
pembangunan dasrah.

LAMPIRAN
=

Surat Rekomendast dari BPSDMD Provins: Jawa Tengah.
Surat Permohonan Fasilitasi Workshop.

Surat Balasan dari Universitas Semarang.

Surat Undangan Workshop.

Jadwal Workshop.
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6 S K dan Susunan Panitia.

7 Surat balasan Workshep dari Sekretanis DPRD Kab Banyumas.
8 MolU USM dengan Sekretariat DPRD Kab Banyumas.

9. Akreditasi Instrtusi USM dan Akreditast Program Studi di USM.
10. Absensi dan Biodata Narasumber.

11. Absensi dan Biodata Moderator.

12.  Absensi Peserta Workshop Pimpinan dan Anggota DPRT) Kab. Banyumas.
13. Absensi Pendamping dari Sekretariat DPRD Kab. Banvumas.
14, Hasil Evaluasi Penvelenggaraan Workshop.

15. Fotokopi Sertifikat Peserta Workshop.

16. Mater: — matenn Workshop.

17. Dokumentas:.

18. Daftar Kamar.

19. Tanda Terima Semmar Kit.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

SURAT REKOMENDASI
DARI BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH
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PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

|alan Setabudi Nomar 201 A Semarang Kode Pos 50263
Tesepon 024-7473066 Fakdmile 024-7473701 Laman hitgipsdmd jatengoeov.gold
Surat Eiektronik bpsdmai@jatengprov.go.id

Nomor
Lampiran !
Perihal

Semarang, 10 Juni 2026

. 073.3/PT04/1168.186/2026 Kepada :
1 {satu) bendel

: Rekomendasi Penyelenggaraan Rektor Universitas Semarang
Workshop Bagi Pimpinan Dan di
Anggota DPRD Kabupaten Banyumas TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 018/PPSDM.USM/RKM.WK/NI1/2026, tanagal 08

Juni 2026, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten Banyumas , dengan hormat disampaikan bahwa kami
telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan
menyatakan telah memenuhl syarat, selanjutnya dengan inl memberikan
rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas yang
akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2026 sampai dengan 20 Juni 2026
bertempat di Hotel Dafam Kota Pekalongan.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagal

berikut:

L

Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomaor &
Tazhun 2024 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewarn
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota;

Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode
pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumberftenaga pengajar agar
mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga
substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota
DPRD;

Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
a, Pokok- Pokok Plkiran (Pokir) Anggata DPRD;
b. Memahami Potens! Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 2027:

¢, Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Mendekteks! &
Mencegah Potensl Korupsi serta Pembaorosan Anggaran;

d. FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD “Pemahaman Anggaran Fungsi
Ruang Kerja DPRD";

Anggaran Workshop agar dikelola sesual dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan

menjadi tanggung jawab pihak Universitas Semarang;

Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi
Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran
sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi
peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga
pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari satelah
pelaksanaan keglatan;



b. ' .
Apablla belum menyampaikan Laporan penyelenggaraan Workshop maka

Ei?gta_man rekomendasi untuk kegiatan selanjutnya tidak bisa diproses lebih

% g:ggﬁg §rw!n5! Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawal

rovinsi jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan

E“al';'“! terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil

monitering dan evaluasl disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi jawa

Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan
pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;

8. Permohonan nomor registrasi disampalkan kepada Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani olen
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);

9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi jawa
Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melaly
Telepon/Faksimile (024) 7473066 excention 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan
terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
sumber Daya Manusia Daerah

Pembina Utama Madya
NIP, 19760730 200112 2 003

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Banyumas;

4. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas;
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PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
SEKRETARIAT DPRD

JI. Bung Kamo MNo. 1 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah 53116
Telp, (0281) 637102 Faksimile (0281) 626673
Emall setwani@banyumaskab qo.id Website setwan_banyumaskab.go.id

Purwokerto, 2 Juni 2026

Nomor - 000.9.4/18/\V1/12026

Sifat Biasa

Lampiran -1 (satu) berkas

Hal - Permohonan Fasilitasi Penyelenggaraan Pendalaman Tugas

Yth Ketua Pelaksana Hanan PPSDM-USM
Universitas Semarang
di
Semarang

Dengan hormat.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas, wawasan, seria pemahaman Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Banyumas terkait pelaksanaan fungsi legisiasi, penganggaran,
dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, seria
mengacu pada Permendagn Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ornientasi dan Pendalaman Tugas
Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini kami memohon fasilitasi
pelaksanaan kegialan Pendalaman Tugas (Workshop/Bimbingan Teknis)

Adapun rencana kegiatan tersebut sebagai berikut

Tangagal 18 s/d 20 Juni 2026

Peserta - 49 Orang dengan Kontribusi @Rp. 5.500.000/peserta
Tema Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kernja DPRD
Tempat Pekalongan Jawa Tengah

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kepada PPSDM Universitas Semarang
untuk dapat memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan dimaksud, termasuk penyediaan
narasumber, matern, sertifikat, dan kelengkapan administrasi lamnya sesuai ketentuan yang
beriaku.

Demikian permohonan Inl kami sampaikan Aftas perhatian dan kerja sama yang baik,
kami ucapkan terima kasih.

PLT. SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUMAS,

Ditandatangan secara
slakironik cleh

Drs. Nungky Harry Rachmat, M Si.
FPembina Utama Muda / IVc
NIP 186709231987021001

Ddumen ini fetah ditandalangani secara elektronik menggunakan =edifikat siektronik
yang diterbitkan oleh Balal Besar Serifikasi Elekironik (ESrE), Badan Siber dan Sandi Megara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

SEKRETARIAT DPRD
Ji Bung Kamo No 1, Purwokedo 53115 Telp (0201) 607102 Faksimile (1201) 020671

Email satwanbanyumas | amal com Website satwan banyumaskab go il

Purwokerto, 5 Juni 2028

Nomor 000.9.10/5/2026
Lamp. 1 berkas
Perihal Persetujuan Workshop

DPRD Kabupaten Banyumas

Yth. Rektor Universitas Semarang ( USM )
di-

Semarang

Menunjuk Surat Rektor Universitas Semarang melalui Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)
Nomor : 018/PPSDM.USM/UDG.WK/NVI/2026 tanggal 3 Juni 2026 perihal
Undangan Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tema " Pemahaman
Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD " pada prinsipnya kami menyetujui
Kegiatan Workshop pada tanggal 18 - 20 Juni 2026 yang bertempat di hote! Dafam
Pekalongan JI. Urip Sumoharjo No 53, Medono, Kecamatan Pekalongan Barat dan
mohon untuk segera dikoordinasikan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Adapun peserta Workshop dari DPRD Kabupaten Banyumas sejumiah
48 orang dan apabila terdapat penambahan/Pengurangan jumlah peserta, akan
kami sampaikan melalui surat perubahan peserta..

Adapun peserta saat ini dengan perincian sebagai berkut :

- Pimpinan DPRD 4 orang
- Anggota DPRD : 44 orang
{Daftar nama peserta terlampir)

Demikian atas perhatian dan kerja sama yang baik, disampaikan
terima kasih,

N FJLEEKRE ARIS DF‘HD

Frigry M
ambina Ulama Muda f Ve
NIP 18670923 198702 1 001



DAFTAR PESERTA WORKSHOP
PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

DENGAN TEMA
“PEMAHAMAN ANGGARAN FUNGS! RUANG KERJA DPRD "
NO | NAMA - ~ JABATAN |
o 2 3
AGUS PRIYANGGODO Ketua DPRD

IMAM AHFAS S Pd M Pd

Wakil Ketua DPRD

MUH ERLANGGA ADI NUGRAHASM

Wakil Ketua DPRD

1]
[ 1. |
2
|3 __Wakil Ketua
4 JOKO PRAMONO,SE. Wakil Ketua DFRD
L9 JASMIN, S H Anggota
| 8. drg. ANDRIAS KARTIKOSARI Anggota
[T H. SAMSUDIN TIRTA SE. .MM Anggota
8. | DIDI RUDIANTO, S Par.,MM Anggota
8 | ITO ANJARINI, S.Sos Anggota
_10. | OFAN SOFIYAN, S.Sos. Anggola =
11| RELLYA VENNY OCTALINA Anggota
12. AGUS SUPRIYANTO Anggota
13. TRISNO SUDARSO, S.S0s. Anggota
14. H. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO Anggota
15. WAWAN YUWANDHA, S.P Anggota
16. | dr HENRY CHRISTIANTO Anggota
17. | ANDRI KUSMAYADIS.T Anggota
18. SANDUNG WIJOKO Anggota
18. MERAKARNO RA'HUSNA TARUNO.ST Anggota
20. | HAHMAD DARISUN Anggota
21. H. WORO SULISTIYONO,SH Anggota
22. | Dr.MUGIARTI, S.Pd. M.M. Anggota
23. MUSTOFA, S. Ag. Anggotla
24. | IMAM SANTOSA. S H. Anggota
25. DUKHA NGABDUL WASIH, SM Anggota
26. TATI IRAWATI, AMd. Anggota
27. DANAN SETIANTO,SE Anggota
28. | IrBUDIYONO Anggota
28. H. RACHMAT IMANDA, S.E., Ak. Anggota
30. | Hj. YUNINGSIH Anggota
31. | ALFIATUN KHASANAH, S.Tr.Keb. Anggota
32. SISWONDO Anggota
33. BOEBY LISTYO WIDJATMOKO,SH Anggota
34. | ATIK LUTHFIYAH, S.1.Kom Anggota
35.| DEDI SUPRIYANTO, S.|.Kem Anggota
36. | EKOPRAMONO Anggota
37.| SLAMET SUKOCO,S.TP Anggota




NO NAMA JABATAN
1 2 3
38. | ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, SE Anggota
38. | H. SUPANGKAT, SH.MH Anggota
40. | DODET SURYONDARU, S.TP Anggola
41, ANDIK PEGIARTO, S KM Anggola
42, SETIA BUDIYANTO, S.Hut.,SH Anggola
43. | IWAN SUPRIYANTO,SH.MH Anggota
44. | ABDULLAH ARIF BUDIMAN Anggota
45.| MUCHTAR NASIR,S.Pd Anggota
46. | CIPTO PUJIHARSO, SE Anggota
47. NARTAM ANDREA NUSA Anggota
48. | BALQIS FADILLAH, S.H.I,M.Pd. Anggota

Drs. N : .
o~ 'Pambima Wtama Muda A\Ve
~NIP 18670923 198702 1 b01
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

SURAT UNDANGAN dan BALASAN



YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN BUMBER DAYA MANLUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPGOM-LISK)
Sekrelarial JI SBoekamo Halla Tidgosen 50186 Telp (024) 6702757

Wabsite - waw usm ac id emiail | dikbal usm@lgmal com
—

Nomor : 018/PPSDM.USM/SB.WK/VIf2026 Semarang, 2 Juni 2026
Lamp :-
Hal  : Persetujuan Fasilitasi Penyelenggaraan Workshop

DPRD Kabupaten Banyumas

Kepada Yth;
Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas

di -
Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan surat dari  Sekretariat DPRD  Kabupaten Banyumas Nomor
000.9.4/18/V1/2026, tanggal 2 Juni 20256 perihal Permohonan Fasilitasi Penyelenggaraan
Pendalaman Tugas, Maka bersama ini kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM)
menyetujui penyelenggaraan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan tema
"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD", yang akan diaksanakan pada :

Hari : Kamis s.d. Sabtu
Tanggal : 1B s.d 20 Juni 2026
Tempat : Hotel Dafam Pekalongan

Jalan Urip Sumoharjo No. 53, Medono, Kecamatan Pekalongan Barat,
Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Demikian surat Persetujuan Fasilitasi Kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas, atas

perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Surat Undangan dan jadwal
sebagaimana terlampir.

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

NST. 13922018

Tembusan:
1. Rektor Universitas Semarang;

2, Ketus DPRD Kabupalen Bamyumas;

1. Arsip
® FAMLILTAN HUFLAL Proge 81 el Hukum = FAMLLTAS PRIKOLONE | Progal 5 Pelciag
o FARULTAL ERTHRAMY  Progee O Manajsmeh Mematnes 1 Manajaman 51 Asdans o PAMULTAS TERROLG] BFDRAAE! [TAN Rr kiR
o FRRULTAS TEFRNE Progd 51 Teenis Sl 51 Tesni Bt 31 Peoncansan Wildgan den $ete Progetl &1 Sesbern irdormes, 51 Tedrvk larmatine Piogs £l Komumisas
o FARLLTAS TERNCGUGOI FERTAMAN P 61 Teknolog! Hasl Peslanian o PHOGHAM FAGCA SRRIANA

Magiuter Manaernen, Magielsr i Mukom Magisless Paioiog




N YAYASANALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGOROD

€Y
i
A

) UNIVERSITAS SEMARANG

-

W PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG [PPSOM-USM)
= Sekretangt | Soekaimo Hafta Tiogosan 50 106 Tl (D24) GT02767
= USM Wabsile Wik usm e id speal | dekfat usmighgmai com
Nomor : 018/PPSDM.USM/UDG.WK/VI/ 2026 Semarang, 3 Junl 2026
Lamp

Hal  : Undangan Workshop

Kepada Yth;
Ketua DPRD Kabupaten Banyumas

di
Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mendasari Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemenintahan Daerah dan mengacu Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi

dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Maka bersama inl kami Universitas Semarang (USM) melalui Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia Universitas Semarang (PPSDM-USM) bermaksud
mengundang Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas untuk menjadi
peserta dalam kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan tema “Pemahaman
Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang akan diselenggarakan besok pada:
Hari : Kamis s.d. Sabtu
Tanggal 1 18 s5.d 20 Juni 2026
Tempat : Hotel Dafam Pekalongan

Jalan Urip Sumcharjo No. 53, Medone, Kecamatan Pekalongan Barat,

Kota Pekalongan, Jawa Tengah
Kontribusi  : Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
Seluruh pembayaran kontribusi dapat ditransferkan melalul Bank BNI, Nomor Rekening
1239760043 atas nama UNIVERSITAS SE MARANG.
Dengan fasilitas : surat rekomendasi BPSDMD Provinsl Jawa Tengah, Materi, Sertifikat,

Narasumber yang kompeten, Penginapan, Seminar Kit, Souvenir, Tim Monitoring dan
Evaluasi dari BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dan Pendampingan selama mengikuti kegiatan.

Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami
sampaikan terima kasih.

Ketua Pelaksana Harian PPSDM- USM

E S. 4 A
NST. 13822018
Temtiisan:

1. Rektor Universitas Semarang;
2, Sewretars DPRD Kabupaten Baryumas;

3. Arsip
o FAMLLTAS LM Prigd 51 |t Hisiam o FAHLILTAS FRWOLOE Pogs 38 L p—
= PANLLTAD RMONCMG . Proga Dol Marejecnen Perasahaan 51 WManajoman 59 Almnians) o TAKULTAR TE kMo Lo MFDRWA S by s
* FRFULTAS TRE Prived G Tekmb SUul-51 Tekik Elekinn: 59 Pemsmtsnagn Wikiyrh an #aky Pt 51 Sasfem wifarmans: 37 Tesin injyrs s P U= LR e——
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
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YAYASAN ALUMNIUNIVERSITASDIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-UISM)

Sekretarat J| Soekarno Hatta Tlogasan 50196 Telp (024) 6702757
Website - www.usm.ac.id email , dikdat.usm@gmalil.com

Jadwal Kegiatan Workshop

DPRD Kabupaten Banyumas
" Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD”
Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

Tanggal Wakin

| 13.00—1800

Keterangan, Materi &
MNarasumber

| Check in dan registrazi pezerta

JP Tujuan Pembelajaran

Ramis. 18 | 19 00—1930

Juns 2026

| Maksn Malam

1930 —20.00

Pembukaan:
- Sambutan Beltor Universitas Semarang
- Sambutan Kepalz EPSDMD Prov. Jateng
- Sambutan Ketna DPRED Kab. Basvumas
sekalizns membuka:

20.00-22.00

Materi 1:
“Pokak- Pokok Fikiran (Pokir) Anggota
BERD"

Nargsumber : Purnomo Batamba, 5.LF.. AM.5c.

Pezserta mampy memahami konsep, fongs  dan
2  |makanizme penyuzunan Pokok-Pokek Pikiran (Pokir)
Anggota DPRED  sebagar bagian dari pelakzanaan
fungsi angearan DPRDY dalam proges perencansan dan
peagangoaran pembangsunan dasrah,

I  (Remendagri RI)
22002300 | Divkusi dan Tanve Fawab 1
23.00 Istirshat
_ 06.00 — 08.00 | Sarapan pagi
Z{l;mhah 035 Materi2 : Pezerta mampu memahami potensi favd dalam prozes
LD, “Memahami:  Potensi Fraud  dalam | 3 |perencanaan dan pengelolaan APBD Tahun Anggaran
08:.00 - 1100 | Pengelolaan & Perencangan AFBD 2627 2027 serta  menmdentifikas  langkah-langkah
i pencegahan uotuk mendukuns tate kelols kevanzan
Narazumber : Purnomao Bt_tmhl,S.l.P;, ALSe daerah yang transparan.  akunfabel, dan  sesuam
[Eemendagri RT) peraturan perundang-undangan
[1.60—11.30 | Disknsi dan Tanyva Jawab 0.5
11.30-13.30 | Ishoma
Aateri 3 : Pezerta ‘mampy menmgkatian pemshaman dan
“Meningkatkan Kaparitas Fungzi 2.5 |kapasitaz dalam melaksanskan fingsi pengangoaran
13,30 — 1600 Ponganzz, DPRD dalam Mendiieksi & DPRD, k@mﬁn}'ﬂ lia_'lam mtm_lete_]ma, mencegah dan
i seak A : Forupsi e mengawast potensi Lkoropsi  serfa  pembomsan
£ FiEE ded i anggaran guna mewnjudkan pengelolian kepansan
Femboresan Anggaran”. daersh vang efeltif efisien_ transparan dan almntabel
Warasumber | Indra Dwi Bartanto (BPE RI)
16.00—17.00 | Bistusi Dan Tanya Jawab i
17.00-19.00 | Ishoma
19.00-2200 | Materid : Peserta mampy memperdalam pemshaman mengenal
FGD (Focur Group Discussion) Internal DPRD | 2 rﬁ;;% e sebagai bagian ddm s} kerjz
A _ : serta menyvamakan perseps dalam pelakzanaan
L;Pe:aa.ﬁm Arnggaran Fungsi Ruong Kerja wmpas. din . hew ain 5 i
= mendukung pengawasan dan pengambilan kepuinsan
Dipimpin oleh Pimpman DPRD Kabupaten veng efektsf tramsparan, dan akuniabel dan mampo
Banyumas menanlk kesimpulan dari beberaps matenn Eegiatan
Wetishop.
| 22.00-22.30 | Diskusi dan Tanga Jawab 93
22.30-23.00 | Penutupan di Pimpin olsh Ketuag DPRD Kab.
o Banmyumas
2300 | Istirshat
0600 —09.00 | Sarspan pagi
Sabtm, = T : ;
30 Tuud 0900 — 11.00 Pen?'el-ia.n administrasi dan penyerahan
2026 gectifikat
z:d 1200

| Clheeck out Hotsl

Catatar © Sesuaf dengan situasi dan kendisi yang tak terduga, jadwal acara ini dapat berubah recars flekzibal

= FARULTAS HURLM . Progdt 51 Bmu Hukeimy
= FAKLI TAS ERONOM : Progdi -1 Manz=men Ferusehaan: 51 Manaiemen: 57 Akunians

= FANULTAS TEWNG | Progdi 31 Tenik Sipil; 51 Teknik Sisidrol 51 Parengasaan Wilsy=h danidots

= FAMLLTAS TEKNOLOGH FERTANIAN © Progs 51 Teknotogi Hasi PerfEnisn

TAHULTAS PSIKOLOG : Progdi 51 Paiimiagi
FAKULTAS TERNOLOG! INFORMAS! DAN HOMUNKAST

Ereigefi 51 Sistern Infarmist 51 Tebmik Infarmatia, Sragd 51 lmy Homunikssi
FROGRAM PASCA SARIANA -

Miagister Manserten: Magster Smu Huburm Magister Paimogi




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

SK dan SUSUNAN PANITIA



Eg‘\‘”:\ YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO
:‘\

‘&3 UNIVERSITAS SEMARANG

o PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSOM-USM)
Uswm Bokrotarial  J Soskamos Hatla Tiogosan 50166 Telp (024) B02757
Websie  waw usm ac id emml | diklel usadbgmml com

SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 018/PPSDM.USM/SK.WK/VI/2026

Tentang:

PENUNJUKAN PANITIA PADA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2026

Menimbang ! 1. Bahwa untuk melaksanakan Workshop, maka perlu membentuk tim panitia
2. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran surat Keputusan inl dipandang
cakap dan mampu untuk menjadi Panitia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Deerah.

3. Permendagri Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman
Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan ¢ Hasil rapat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Universitas Semarand
(PPSDM-USM), maka Kami sepakat membentuk kepanitiaan Workshop.
Menetapkan 1, Menunjuk nama-nama sebagalmana tertera pada lampiran surat keputusan

ini sebagal panitia Workshop DPRD Kabupaten Banyumas di Hote! Dafam
Pekalongan tanggal 18 s.d 20 Juni 2026.

2. Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab menjalankan
tugas sampal selesal dan menyampalkan laporan secara tertulis.

3. Segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan surat keputusan ini,
dibebankan pada pelaksana,

4, Keputusan ini mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apablla
di kemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, akan diadakan
pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada Tanggal : 11 Juni 2026
‘Ketua Pelaksana Harian PPSDM- LISM

Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt,
NST. 13922018
Tembusan .
1. Fektor Universitas Semarang.
2. Kepala BPSDM Kemendagri BRI
3. Kepala BPSCMD Provinsl Jawa Tengah,
4, Yarg bercanghutan untok diketahul dan dilgksanakan.
o TRELE T Al LA Pl BT ma e = EAFLLTAS PRILOLDS) Frnps &1 Fubetog
& FEELILTRS EXCHOA  Progd D0 Menaiemen Feusshaen; §1 Mangemen, 57 Akumansl & DRMLLTAS TERNGLOG] INFORMAZE DAN SORMLMTEED Frags 51 Sales
& FARIALTAS TESNS - Proeydl 51 Teknik Sige, B8 Teard Elsdbiue 51 Feimcansan Warpsh dan Rids Irtorenasl, 57 Tesnm Sihormtin, Proad 51 () e pmumsanl: 5F Satasaly
& PAFLILTAS TERNCH D0 PERTAMWAN . Progd 51 Teknoiog Hasi Paraman + PROCGGRAM PASCA SAN LML
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Lampiran Surat Kepatusan Nomor : DAB/PPSOMLUSM /S WKV 2006
Tanggal $ 11 Juni 2026

PANITIA KEGIATAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
KERJASAMA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS DENGAN
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
TAHUN 2026

Tim Persiapan:
1. Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
2. Tim Verifikasi BPSOMD Provinst Jawa Tengah
3. Sekretaris DPRD Kabupaten Banyumas

Tim Pengawas:
1. Dr. Muhammad Junaidi, S.H.1., M.H. ' Ketua PPSDM Universitas Semarang

Tim Pelaksana:
= Tim Monitoring dan Evaluasi 8PSDMD Provinsi Jawa Tengah
- Ketua t Edi Purnomo, S.E., M.M., Akt
- Wakil Ketua : Budi Suryanto, S.H., M.H.
- Sekretaris i Abdur Rahman, S.50s.1.
- Bendahara ¢ Ayuni Puspowati, S.E.
- Anggota ' Agus Sutopo, S.E.

Rifka Widya Emilia, S.Pd,

Annisa Ghanl Rasyiddianti, S.E,
Laksita Saraswati

Jamialuddin

Rosey Aprilia Putr, S.1kom,
Mohammad Kholrul Annas, 5.Ak,
Achrmad Saifuding, S.Kom.
Lathifa Nurrahmah

Lo e B B

7 K'El'llﬂ Pelaksana Marian PPSOM Universias Semarang




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

MoU USM DENGAN SEKRETARIAT DPRD



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (Mal)
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANYUMAS
DENGAN
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)
TENTANG
PENYELENGGARAAN WORKSHOP PIMPINAN, ANGGOTA
DPRD KABUPATEN BANYUMAS
Nomor SETWAN :

Nomor USM : DIS/PPSDM.USM/MOU W K/VI/2026

Pada hari ini Kamis tmnggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam, kamj yang bertanda tangan
i bawah i ;

Nama C Des NUNGKY HARRY RACHMAT, MLSi.
Jabatan : Pl Sekretaris DPRD Kobupaten Banyumis
Alamat t JI. Bung Kamo, Kalibener, Purwanegara, Kee. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas

Dalam hal ind bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut
PIHAK KESATU.

Nama De. SUPARL ST, M.T
Jabatan : Rektor Universitas Semarang
Alamat - Jalan Sockamo Hatta, Tlogosari, Kota Semarang

Dalam hal ini bertindak untuk don atas nama Universitas Semarang, selanjumya disebut PTHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK teriebih dahulu meneranpkan dan mempertimbangkan bshwa PARA PIHAK periu
membentuk kerjasama dalam penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
Bunvumas. dengan saling menghommati dan menghargal serts menjunjung tinggi keilmuan dan pengabdian
kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan berlundaskan Peraturan Perundang-undangan, schagai
berikut :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3387) schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 wenang Penetapan Pernturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Momor 2 Tahun 2022 tentang Cipla Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negora Republik Indonesin Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembarun Negars Republik
IndonesiaNomor 6831);



Undang-lindang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomot 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Dacrah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Ducrah;

Peratwran  Pemerintah No, 12 Tabun 2017 tentang Pembinaan dan  Pengawasan
Pesvelenggaraan Pemenntah Dacruh;

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD
Provinsi, Kabupaten/Kota,

6, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloloan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. | Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemeriniah No. 18
Tahun 2017 tentang Hak Kevangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuvangan Dacraly;

Permendagn Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ko

10. Permendagri Neo. 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusuman Anggaran Pendapatan dan

Dengan ini meneranghan bahwa kami dari kedua belah pihak menyepakati untuk melakukan kerjasama
penyelenggaraan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas melalui pola

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut:

Penanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Workshap bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Banyumas dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat
vang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, don untuk lebih meningkatkan hubungan
kelembagaan antara kedua belah pihuk, serta untuk meningkatkan kualitas peagetahuan dan Kemampuan

anggota DPRT) Kabupaten Banyumas serta sebasai wujud Tri Dharma Perguryan Tinggi dalam

Pasal |
MAKSUD DAN TUJUAN

pengabdian kepada masy arakat.

Pasal 2
WAKTU DAN TEMPAT WORKSHOP

Kegiatan Workshop akan dilaksanakan pada:

Han : Kamis s.d Sabty
l'anggal 18 sd 20 Juni 2026
lemps t Hotel Drafm Pekalongin

Jalan Urip Sumohario No, 53, Medono, Kecamatan Pekalongan Barai,
Kot Pekalongan, Jawa 1Tengah



Pasal 3
HAK DAN KEWAIJIBAN

Masing - masing pihak mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut ;
1. PIHAK KESATU berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajurun
Workshop Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten. Banyumas.
2. Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU antara lain ;
2. Menyiaphan Peserta Workshop Pimpinan, dan Anggota DPRD Kabupaten BANYUMAS:
b, Berhak mendapatkan fasilitas akomodosi dan konsumsi, bahan ajar. seminar kit dan
sertifikan;
¢ Wajib menyemhkan biaya kontribusi penyelenggurann Workshop sebesar Rp. 5.500.000.00
(lima juta lima ratus ribu rupiah) perspesertn kepada PIHAK KEDUA selaku
penyelengganm;
4. Menandatangani sertifikat
¢ Memberikan data. informasi dan keterangan-kelerangan yang diperlukan PIHAK KEDUA
selama dalam ruang lingkup kegintan Workshop.

3. Hak dan Kewaiiban PIHAK KEDUA antara lain
a. Berhok mendapatkan dana kontribusi keikutsertaan Workshop dari Pimpinan dan Anggota
DPRD Kabupaten Banyumas sebesar Rp. 5.500,000,00 (lima juta lima rtus ribu rupiah)
per-pesena.
b. Berhak memperolch data / informasi terkait Penyelenggaraan Workshop Pimpinan dan
Anggota DPRD Kebupaten Banyumas dari Sekretariat DPRD Kabupaten Banvumas.
¢. Wajib melakukan permohonan rckomondasi peluksanaan Workshop kepada Badan
Pengembangan Sumber Duya Manusis Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah,
memberikan pembelajaraan, bahan ajor, seminar kit, menvediakan akomodasi, konsumsi,
sertn menerbitkan dan menandatangani sertifikat;
d. Waib melakukan evaluasi dan menyampaikan laporan pelaksanaan Workshop kepada
Badun Pengembangan Sumber Daya Manusia Ducrah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah,
¢. Wajib memberikan pertanggungjawnban konrak Lumsum dilakukan berdasarkan hasil
penyelesaiun pekerjaan yang disepakatl, bukan berdasarkan rincian biava actual berupa :
- Laporan Akhir Kegistan dengon lampiran (daftar hadir pesera. daftar hadir
narusumber, dokumentasi folo, materi, rekomendasi Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah.
Kwitansi Pembayaran per-peserta
- Sernfikor




Pasal 4
PEMBAYARAN

PIHAK KESATU harus melakukan pembayaran kontribusi peserta pada kegiatan Workshop DPRD
Kabupaten Banyumas melahi nomor rekening Bank BNI : 1239760043 stas nama UNIVERSITAS
SEMARANG.,

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalum PERJANJIAN ini akan diatur kedua belah pihak dalam perjanjian kerja
tersendin.

(1) Semua lampirsn-lampiran, perjanjian-perjunjian tambahan {addendum) yang dibuat sehubungan
dengan PERJANJIAN ini adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
PERJANJIAN ini.

(2) PERJANJIAN ini distur dan tunduk sepenubnya pada hukum dan ketentuan perundang-undangan
vang beriaku di Negara Republik Indonesia

(3) PERJANJIAN i tidak akan diubah, diganti dan/atay dimodifikasi kecuali dengan Perjanjian atau
instrumen termlis lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh wakil-wakil
vang sah dari masing-masing pihak.

(4) PERJANJIAN imi atau setiap hak dan kewajiban yang tercakup di dolamnya tidak akan dialihkan
oleh masing-masing pihak (anpa persetujuan tertulis teriebih dahulu dari pihak lainnya.

Pasal 6
PENYELESALAN PERSELISIHAN

(1} Apabila tenjadi perselisihan di antara PARA PIHAK, diusahakan diselesaikan dengan musyawarah
antara kedua belah pihak

(2) Apabila musyawarah tidak menyelesaikan masalah, penyelesaian dilakukan di Pengadilan Negen
vang disepakati oleh PARA PTHAK.



Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 {dua) asli, bermeterai Rp. 10,000,- masing-masing sama
bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU
dan | (satu) rangkap untuk PTHAK KEDUA.

(2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari
pihak manapun dan oleh karena itu mengikat bagi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
PLT. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS S IVER

[y

{KY HARRY RACHMAT, M.Si.
NI, 196709231987021001 \




Pasal 7
KETENTUAN PENUTUP

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeteral Rp. 10.000,- masing-masing sama
bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU
dan | (sutw) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

(2) Pesjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani olch kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari
pibak manapun dan oleh karena itu mengikat bugi kedua belah pihak.

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA
PLT. SEKRETARIS DPRD KABUPATEN BANYUMAS GRLNIVERSITAS SEMARANG (USM)

IS/ 0655 }



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

AKREDITASI INSTITUSI DAN AKREDITASI
PROGRAM STUDI USM



BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditas| Nasional Perguruan Tinggi
herdasarkan Surat Keputusan Direktur Devian Besekufif BAN-FT No. 200 L/5KRAN-FT7AKFTAIl2025, menyatakan
bahywa -
Universitas Semarang, Kota Semarang
memanuts nyamt prnngher

Akreditasi Unggul
Sestiffieat akrodilan pergumia AR ten
“sEfal tamRal 11 - Maret - 202 sampai dengan; 19 - Maret - 2030

Tkt 16 < Marst - 2025

Piol, AriBuriaysnio RRO-
Evealutii

BAN-PT

SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
herdssankan SurEt Kepuiusan Dirskiur Dewian Elsebiut] BAN-FT No. d004/SICRAN-FTAE KP/SNI202E, menyaiskan
biate

Frngram Studs Nimu Hukum, Pads Program Ssrsna Universitas Semarang, Kots Semarang
marmenub penr peringhad

Akreditasi Unggul
Serihind pkr oo prsgram whE my porie
saiak £anggw X1 - Med - D034 semipal dengian JO - Maser . 2004

paksrta F1 - Misl - 024

N

Frest krmﬂﬂim PO
rehlur an Els I




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

ABSENSI DAN BIODATA NARASUMBER



YAYASANALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

(X " UNIVERSITAS SEMARANG

——— FUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PESCM.USW)
= Sewrstanal - Ji Soewarme Hatta Tiegosan 50196 Telp (024) 702757
- USM

WWetnte - wewter uars 3 o1 sl el “1ﬁﬂip al som =

DAFTAR HADIR NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

“Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD™
Hotel Datam Pekalongan, 1% 5 d 20 Jum 2026

No. NAMA | HARITANGGAL TANDA TANGAN
— 1 B ! =
1 ¥ .ﬁ.
| A . . |
| Farmone Baamis, gip, 1ge Farmis B/ 2% é"’::*' "
. 3 '_Epﬂmﬂnﬁ Botmirnlow, SIB pace.  DUrviat H/E' % | H
t ———— -I_ — - + —
o !;3-_} In t."h'l.‘n DL.;J. W 5 Pium'c.\: f'r - g 'MII‘J 4&#
| |
e — 1
|
=T |
= ___1|_

T,
_~Pekalongan, 20 Jum 2026
Keétud Pelakzana Hanan PPSDAM- USM

\\\ - Edi Purnomo, S.E., M.M.., Akt

N~ S U NST. 13922018



YAYASANALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
Bekralanal  JI Soskarno Hatla Tlogoaan 501046 Telp. (024) 8702757
Wetisile L af riad - diklat il pom

BIODATA NARASUMBER

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
“Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD”
Hotel Dafam Pekalongan, 18 £.d 20 Juni 2026

I | Nama Purnomo  Beatamva, ste,Mge,
2 |NIP |99 61005201808 002
3 | Tempat/Tgl Lahir Kendar1, o8 Okbober 199¢
.h4 Pamgkat/Golongan Pgnabn Mudn Tk-L ("Id{b}
@ i |
S | Instansi D't'c.]en @ina Keuda Kemendagri
6 | Jabatan Tastlitater
7 | Jenis Kelamin LA
8 | NPWP 81.23\. 90%.9- 8i|. 000
9 | No. Telp/HP o852 -4 129- 41L80
10 | Email Purnomobakamba 0c @ gmail. com
{1 | Pendidikan
Terakhir $-2

Biro Perencanaon Setyen,

Biro  Kepegawalan  Cekjen

12 | Peagalaman Kerja Kg?esaman Sedyen J|
|

Oireltorat Perencanaan Angaaran  Daermly

13 Mauateri vang
disam paikan

Pekalongan, g Juni 2026

wona Batamba P At o
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YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

b 'I'-i"'

%) UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMEIANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSOM-USM)

m'"ﬂ::'.;.ﬂ Sosamo Hella quu 4wt 63106 Talp. (024 _]l:m:.'::r
BIODATA NARASUMBER
WORKSIHOP DPFRD KABUPATEN BANYUMAS
“Pemahaman Angenran Fungsi Runng Kerja DPRD™
Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026
_I ‘ Nama \n{:&fﬂx VWi Mackanlo
2 | NIP 2L0003%3 \
[_3 Tempat/Tgh Lahie | 30vacts /£ -~ \\ =\ d D
| 4 | Pamgkat/Golongan F /a
o L 5 | Instansi (L0 \e -
| 6 | Jabatan T rowne T ‘?:\ AL o
7 | Jenis Kelamin @,P
8 | NPWP
K | No. Telp./np o3 AV L0 ] | -.
|r_lu Email VOALS . & .\t'\t:r\:t.{x\ru @,.(ﬁwu:;x\{.h?-l
o[
3 . 4
)
12 | Pengaluman Kerja |

Maleri yang
disampuikan

Pekalongan, 19 Juni 3036

%




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

ABSENSI DAN BIODATA MODERATOR



YAYASANALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM-USM)
U 5 M Sehretanal - Ji Soskamo Hatla Tlogosan 50198 Telp (024) GT0ZTST
Vabsae | weew usm ac id email | diklat usm T gl com

‘n wet

'hx

DAFTAR HADIR MODERATOR
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
“Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD™
Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026
\Nu. NAMA HARIVTANGGAL | TANDA TANGAN |

! I Dwal 8/ ‘16 @_ISZL

i_J. | Dewd 15/5- 2l %
% Ve 9/ - 2 SVl

|

- S

: ; 220 Jum 2026
“RKetif Polsksing Harian PPSDM- USM
e e B \__

.u—""
"l-'.."' e,
""r-. o

IE.IH prnoino, S E. MM, AKL

P NST. 13922018
H‘"‘:—_-——'_—_—.-—F"




YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDM.USM)
Sekretanial | JI Soekamo Hatla Tiogosan 50166 Telp (024) 6702757

Wabiaite - www uam ns id el ﬁiul wrﬁ' Hrg_mlt.u:u
— —— =

BIODATA MODERATOR

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS

“Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD™
Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Jum 2026

1 “Hnnu Oaoi, skl N -
.‘:_ ;ill‘

| 3 | Tempat/Tgl Lahir ﬁne’fqnﬁ 88 -0z - 193!
4 | Panmgkat/Golongan
5 | Instansi Pr. €col Gy gmo

| 6 | Jubatan Dewoen komisans
7 | Jenis Kelamin 2P
8 | NPWP
o | No. Telp/mp 281 os 244 00
10| Email dasi aggrm e gmaid-asm
i T

12 | Pengalaman Kerja

Pekalongan, \& Juni 2026




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

ABSENSI PESERTA
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD



YAYASANALUMNI UNIVERSITAS DIPO

NEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG [PPSOM-USM)

Sekreiaral  JI Soekamo Hana Tlogosan 50196 Teip [024) 6702757
Wisbuitn | wwwen usm e bd email - diklat usmglgmail com

DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Knbupaten Banyumas

WORKSHOP DPFRD KABLPATEN BANYUMAS
“Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerjn DPFRD”
Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

Hari / Tunggal : Kamus, 18 Jum 2026
Agenda : = Check in dan registrasi peseria

- Pembukaan

Materi |1 : Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD

NAMA JABATAN

AGUS PRIYANGGODO Ketwa DPRD

TANDA TANGAN

IMAM AHTAS, S.Pd, M.Pd Wakil Ketua DPRD

MUH ERLANGGA ADI NUGRAHA, S.M. Wakil Ketua DPFRD

10

B

JOKO PRAMONO, S.E, Wakil Ketua DPRD

drg ANDRIAS KARTIKOSARI Anggota DPRD

ITO ANJARINI, 5508, Anggota DPRD

H SAMSUIDIN TIRTA, S.E, MM, Anggota DPRD

DIDI RUDIANTO, 5 Par , M M. Anggota DPRD

OFAN SOFIAN, 8 Sos. Anggota DPRD

RELLYA VENNY OCTALINA Anggota DPRD

JASMIN, S.11 Anggota DPRD

WAWAN YUWANDHA, S.1




NO

NAMA

JABATAN TANDA 'I,‘AHG&N

13

AGUS SUPRIYANTO

Angpota DPRD

i

TRISNO SUDARSO, S Sos.

(48

H. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO

Anggota DPRD | 14
15

Anggota DFRD

i7

dr. HENRY CHRISTIANTO

Anggota DPRD

ANDRIKUSMAYADI, 5.T.

I | SANDUNG WIOKO Anggota DPRD
19 | MERAKARNO RA'HUSNA TARUNO, ST. | Anggota DPRD
_zn H. AHMAD DARISUN i Anggota DPRD
21 | H WORO SULISTIYONO, SH. Anggota DPRD

Dr. MUGIARTI, SPd. MM.

Anggota DPRD | 22

23 | MUSTOFA, S.Ag. Anggota DPRD ﬂ{?h

~l .
34 | IMAM SANTOSA, SH. Angeota DPRD | 24 Qh L
25 | DUKHA NGABDUL WASIH Anggota DPRD | 2 M

TATI IRAWATL AMd

Anggots DPRIJF 26

DANAN SETIANTO, S.E,

N A
Angeota DPRD

Ir. BUDIYONO

H. RACHMAT IMANDA, 5.1, Ak

Fd
Angpoa DPRD Zs(z’f”

Angeota DPRD | 2
— r



NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
30 | Hj. YUNINGSIH Anggots DPRD | 30 Lﬁlt’f
31 | ALFIATUN KHASANAH, S.Tr Keb, Anggota DPRD |3 55&
32 | SISWONDO Anggota DPRD
33 | BOBBY LISTYO WIDJATMOKO, S.H. Anggota DPRD
34 | DEDI SUPRIYANTO S--om— Anggots DPRD _ £75J—,,A
35 | EKO PRAMONO Anggota DPRD
36 | SLAMET SUKOCO, S.TP Anggota DPRD
37 | ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, SE. | Anggota DPRD
38 | Dr. H SUPANGKAT, SH, MH Anggota DPRD
39 | ANDIK PEGIARTO, SK.M. Anggota DPRD
:::""f
40 | DODET SURYONDARU M, STP. Anggota DPRD 1??\
41 | SETIA BUDIYANTO, S Hut, S.H. Anggata DPRD 1/
42 | MUCHTAR NASIR, 5.Pd. Anggota DPRD u’. O’\\
[
43 | CIPTO PUNTHARSO, S.E Anggota DPRD | 43 :
44 | NARTAM ANDREA NUSA Anggota DPRD | 44 _
&5 | BALQIS FADILLAH, S.H.1, MPd Anggota DPRD | a5 =/
Vi .
,I 1
46 | IWAN SUPRIYANTO, S.H., M H. Anggota DPRD | 46




NO

NAMA

JABATAN

|
TANDA TANGAN

47

ABDULLAH ARIF BUDIMAN

Angeota DPRD

4?@ ’




YAYASANALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSDOM-USM)
Sokretarial - JI Soekomo Hatla Tlogosan SQ198 Telp (024) 670LTET
Website  www usm e i amnd - diplal usmginail com
s =

DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
“Pemahamuan Anpparan Fungsi Ruang Kerjs DPRD™
Hotel Dafum Pekalongan, 18 s.d 20 Jum 2026

Hari / Tanggal ¢ Jum’at, 19 Juni 2026
Materi 2 : Memahami Potensi Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 2027
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
I | AGUS PRIYANGGODO Ketua DPRD I M
J
2 | IMAM AHFAS, SPd, M.Pd Wakil Ketua DPRD | 2 -
3 | MUH. ERLANGGA AD! NUGRAHA, .M Wakil Ketus DPRD

i
4 | JOKO PRAMONO, S E Wakil Ketua DPRD 4\1[%
|

5 | drg. ANDRIAS KARTIKOSARI Anggota DPRD
6 | ITO ANJARINI, S.Sos. Anggota DPRD
v 7 | H SAMSUDIN TIRTA, SE, MM Anggon DPRD
8 | DIDI RUDIANTO, §.Par., MM. Anggota DPRD
9 | OFAN SOFIAN, 5.50s Angpota DPRD
10 | RELLYA VENNY OCTALINA Anggota DPRD
11 | JASMIN, S H. Anggota DPRD 1 >
_II "\:ﬁﬁu \’_LIWhNDI A, S.P. Anggota L':F/RD?_H ;_

L - —
.-;‘.




NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
13 | AGUS SUPRIYANTO Anggota DPRD \_J f’?
14 | TRISNO SUDARSO, $.Sos Anggota DPRD | 14 ’a-w
e P | (“'—_’*
15| H. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO | Anggota DPRD | 15 v D
16 | dr. HENRY CHRISTIANTO Anggota DPRD | 16 &

17

ANDRI KUSMAYADI, S.T.

Anugia DFRD [T PpY=

¢
18 | SANDUNG WHOKO Anggota DPR[< 18 Y
yd
19 | MERAKARNO RA'HUSNA TARUND, S.T. | Anggota DPRD | 19 W
20 | H. AHMAD DARISUN Anggota DPRD zu*
21 | H. WORO SULISTIYONO, S H. Anggota DPRD
22 | Dr. MUGIARTI, SPd, MM. Anggota DPRD
23 | MUSTOFA, S.Ag. Anggota DPRD
24 | IMAM SANTOSA, S H. Anggota DPRD
25 | DUKHA NGABDUL WASIH Anggota DPRD
26 [ TATIIRAWATI, AMd Anggota nmd\\
27 | DANAN SETIANTO, SE. Anggota DPRD \
2% | Ir. BUDIYONO Anggota DPRD
29 | Il RACHMAT IMANDA, S.E, Ak Anggota DPRD




e
NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
30| Hi. YUNINGSIH Anggota DPRD | 30 lF,H
3 | ALFIATUN KHASANAH, S Tr Keb, Anggota DPRD | 31 @
32 | SISWONDO ‘Anggola DPRD )@ff’
/ 2]
33 | BOBBY LISTYO WIDJATMOKO, SH. | Anggota DPRD 33/_)'//
F r .
34 | DEDI SUPRIYANTO, $-+.Kam. Anggom DPRD 34\l A«
35 | EKO PRAMONO Anggota DPRD | 35 @E L
36 | SLAMET SUKOCO, S.TP, Anggota DPRD | 36 /f&
L
37| ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, SE. | Anggota DPRD 3%

3R

Dr. H SUPANGKAT, S H., MH.

39

ANDIK PEGIARTO, S K.M.

40

DODET SURYONDARU M, STP,

41

SETIA BUDIYANTO, S Hut., $.H.

" i
42 | MUCHTAR NASIR, S Pd. Anggota DPRD 4zU ’LW\.
]
43 | CIPTO FUJIHARSQO, S.E Anggota DPRD | 43 '
44 | NARTAM ANDREA NUSA Anggota DPRD | 44 .
7
45 | BALQIS FADILLAH, S H.I, M Pd. Anggota DPRD

46

IWAN SUPRIYANTO, S.H, M.H.

Anggota DPRD




NAMA

JABATAN TANDA TANGAN

ABDULLAH ARIF BUDIMAN

i, 20 Jani 2026

7 Retii Peiskaing Hanan PPSUM- USM

o -

i § nm, S
5 NST, V22018
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YAYASANALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

(8
(& UNIVERSITAS SEMARANG
\.gf’ PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG [PPSDM-USM)
USM Saliwlariat N Sowkiarmo Hatls Tlogosan 50108 Telp (D24) G702 TS7
Webkde | www ulkm ac o emad | giblat yamggmad com
DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
“Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"
Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Jum 2026
Hari / Tanggal : Jum’'at, 19 Jum 2026
Muteri 3 : Meninghatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Mendeteks &
Mencegah Potensi Korupsi serta Pemborosan Angearan
NO | NAMA JABATAN TANDA TANGAN
I | AGUS PRIYANGGODO Ketua DPRD
| IMAM AHFAS, SPd, MPd Wakil Ketua DPFRD
S— I — —
Kl | MUH. ERLANGGA ADINUGRAHA, SM. Wakil Ketua DPRD /
| < 7
4 [ JOKO PRAMONO, S.E Wakil Ketua DPRD *\}
S | drg ANDRIAS KARTIKOSARI Anggota DFRD
l 6 | ITO ANJARINL 5.50s. Anggota DPRD
T | H SAMSUDIN TIRTA.SE.MM. Anggota DPRD
| = E—
i § | DIDI RUDIANTO, S.Par, M.M. Anggota DPFRD
4 | OFAN SOFIAN, § Sos Anggota DPRD
EEm—— —_— — <
10 | RELLYA VENNY OCTALINA Angpota DFRD
- — =
11 | JASMIN, S H, Anggota DIRD

12 | WAWAN YUWANDHA, S P

Anggota DRI

e




—

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
13 | AGUS SUPRIYANTO Anggota DPRD (

14 | TRISNO SUDARSO, 8 Sos. Anggota DPRD

15 | 1. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO | Anggota DPRD

16 | dr. HENRY CHRISTIANTO Anggota DPRD

; -
17 | ANDRI KUSMAYADI, S.T. "‘“Ww
|

18 | SANDUNG WIIOKO Anggota DPRD 18 #

19 | MERAKARNO RAHUSNA TARUNO, S.T. | Anggota DPRD | 19 ﬁ

30 | H AHMAD DARISUN Anggota DFRD | 20 @/

T R

21 | 1L WORO SULISTIYONO, S H. Anggota DPRD | 21

22 | Dr. MUGIARTI, S.Pd, MM, Anggota DPRD

23 | MUSTOFA, S.Ag Anggota DPRD

24 | IMAM SANTOSA, S.H. Angpota DPRD

26 | DUKHA NGABDUL WASIH Anggota DPRD

26 | TATIHIRAWATI, AMd. Anggota DFRD

27 | DANAN SETIANTO, S.E. Angpota DPRD

28 | Ir. BUDIYONO Anggota DPRD

29 | W RACHMAT IMANDA, S E, Ak Anppota DPRD | 20




L[]

IWAN SUPRIYANTO, SH, M I

Anggota DPRD

NO NAMA JABATAN l TANDA TANGAN
e = B N | -
30| Hj. YUNINGSIH Anggota DPRD | 30 Lﬁuf
31| ALFINTUN KHASANAH. § Tr Keb. Anggoa DPRD | 31 %
32 | SISWONDO Anggota DPRD w
33| BOBBY LISTYO WIDJATMOKO, SH. | Anggota DPRD é /\j///
3 | DEDI SUPRIYANTO, S.LKam Anggota DPRD bﬁlﬂ '
= N
(
35 | EKO PRAMONO Anggota DPRD | 35
36 | SLAMET SUKOCO, S.TP. Anggota DPRD | 36 ﬁR,
- a\\
A7 VARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, SE | Anggota DPRD | 37 %
38 | Dr. 1L SUPANGKAT, SH., M.H.
39 | ANDIK PEGIARTO, S K M. Anggota DPRD W
A
40 | DODET SURYONDARU M, STP. Anggota DFRD
41 | SETIA BUDIYANTO, $.Hui,, SI1. Anggota DPRD
42 | MUCHTAR NASIR, §.Pd. Anggota DPRD
43 | CIPTO PUNHARSO, S | Anggots DPRD
44 | NARTAM ANDREA NUSA Anggota DFRD
45 | BALQIS FADILLAM, S H.1, MPd Anggota DPRD
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YAYASAN ALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

) UNIVERSITAS SEMARANG

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG (PPSOM.LISM)
Sokretanat | JI, Sonkamo Hatta Tiogosan 50196 Telp. (024) 6700757
Webaite - vy usm ac i email * dikdad usen@grmail com

DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupsten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
“Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerjn DPRD™
Hotel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

i

Hari / Tanggu! tJum’ar, 19 Jum 2026
Materi 4 : FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
“Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kena DPRD™
Agenda . Penutupan
NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
| f
| 1| AGUS PRIYANGGODO Ketua DPRD 1 /

J' IMAM AHFAS, S.Pd., M.Pd

Wakil Ketua DPRD

1

MUH. ERLANGGA ADI NUGRAHA, S M.

Wakil Ketua DPRD

JOKO PRAMONO, S E.

Wakil Ketua DPRD

drg. ANDRIAS KARTIKOSARI

Angeota DPRD

ITO ANJARINL S.Sos.

Angeota DPRD

H. SAMSUDIN TIRTA, SE, MM,

Anggota DPRD

8 | DIDI RUDIANTO, § Par., MM. Anggota DPRD
9 | OFAN SOFIAN, 5. Sos. Anggota DPRD
10 | RELLYA VENNY OCTALINA Angeots DPRD

11

12

+

JASMIN, S H

WAWAN YUWANDHA, S 1.
|

Anggota DPRD

Angpota DPRID




NO

NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
13 | AGUS SUPRIYANTO Anggota DPRD
14 | TRISNO SUDARSO, § Sos. Anggota DPRD
15 | 1 ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO | Anggota DPRD
16 | dr. HENRY CHRISTIANTO Anggota DPRD

17

ANDRI KUSMAYADL S.T.

SANDUNG WUOKO

Anggota DPRD S

19 | MERAKARNO RA'HUSNA TARUNO, 8.T. | Anggota DPRD
20 | H. AHMAD DARISUN Anggota DPRD | 20 @/{
21 | H. WORO SULISTIYONO, S H. Anggota DPRD | 21 m
t{'l
22 | Dr. MUGIARTL, SPd., MM. Anggom DPRD | 22
23 | MUSTOFA, SAg Anggoa DPRD | 23 .'.;{ U
[
e

24 | IMAM SANTOSA, S.H. Anggota DPRD | 24 D\r
25 | DUKHA NGABDUL WASIH Anggota DPRD |25 / EE“,I

i - i
3% | TATIIRAWATI, AMd Anggota nmn& 2% { O&%

. Tl \

37 | DANAN SETIANTO, S.E Anggota DPRD \}(_i
2% | Ir. BUDIYONO Anggota DPRD :W/

/
29 | H. RACHMAT IMANDA, $.E., Ak Angzota DPRD | 20 /

s

7



NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
30 | Hy YUNINGSIH Anggota DPRD | 30 &}Q [b—f
31 | ALFIATUN KHASANAH. S Tr.Keb, Anggota DPRD | 31 /%{

32 | SISWONDO Angaota DPRD nm
33 BOBBY LISTYO WIDJIATMOKO,SH | Angeota DPRD | 74 /
34 | DEDI SUPRIYANTO, S-+Hkom. Anpgota DPRD é——__—;__—;bl—“/\'
- a1
35 | EKO PRAMONO Anggota DPRD | 38 w
36 | SLAMET SUKOCO, STP. Anggota DPRD | 36 jﬂé
37 | ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, SE. | Anggota DPRD | 37 W
38 | Dr. H SUPANGKAT,SH.MH Anggota
1 | ANDIK PEGIARTO, SK.M. Anggots DPRD
= r I
40 | DODET SURYONDARU M, STP. Anggota DPRD w \9_.\
AT
41 | SETIA BUDIYANTO, § Hut,, S H. Anggota DPRD | 41 /4
42 | MUCHTAR NASIR, S.Pd. Anggota DPRD | 42 W\
43 | CIPTO PUSIHARSO, S.E. Anggota DPRD | 43
44 | NARTAM ANDREA NUSA Anggota DPRD | a4
45 | BALQIS FADILLAH, S .1, MPd Anggoia DPRD | as &=/
j— = = i (|
46 | IWAN SUPRIYANTO, S H., M.H. Anggota DPRD




. |
NAMA JABATAN | TANDA TANGAN

ABDULLAH ARIF BUDIMAN Anggots DPRD 4‘1’% |

/,Pdﬁfmn 20 Juni 2026
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!\“m YAYASANALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORDO

;. UNIVERSITAS SEMARANG

k&t}_, PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG {(PPSDM-LISW)
USM Sakretarial - JI Soekamo Hafta Tiogosan S0196 Telp (074) 6T0Z75T

__ Webaile | www usm ac i emiml - giklsl yamd@@gmad com

DAFTAR HADIR PESERTA
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banyumas

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
“Pemahaman Angparun Fungsi Ruang Kerja DPFRD™
Hotel Dafim Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

Hari / Tanggal : Sabtu, 20 Juni 2026
Agenda : = Penyelesaian administrasi dan penverahan sertifikat
- Check Out
NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN
I | AGUS PRIYANGGODO Ketua DPRD
®
2 | IMAM AHFAS, SPd M.Pd Wakil Ketua DPRD
3 | MUH. ERLANGGA ADI NUGRAHA, S.M. Wakil Ketua DPRD
4 | JOKO PRAMONO, S.E Wakil Ketua DPRD
5 | drp. ANDRIAS KARTIKOSARI Anggota DPRD
& | ITO ANJARINI, 5.50s. Anggota DPRD
@ , :
7 | H. SAMSUDIN TIRTA, SE, MM. Anggota DPRD
& | DIDI RUDIANTO, S Par., MM. Anggota DPRD
9 | OFAN SOFIAN, S.Sos Anggota DPRD
1 { ]
|10 | RELLYA VENNY OCTALINA Anggotn DPRD
|
11 | JASMIN, S H. Anggota DPRD
12 | WAWAN YUWANDHA, S P Anggota vp/ 12 |
—— g - - m 7 7 e



SO NAMA JABATAN Thhm TANGAN
|
13 | AGUS SUPRIYANTO Anggota DPRD G’n\gp’l
14 | TRISNO SUDARSO, $ Sos. Anggota DPRD
15 | H ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO | Anggota DPRD | 15 n
16 | dr. HENRY CHRISTIANTO Anggota DPRD
\ /
17 | ANDRIKUSMAYADI, S.T. IAiggom DPRD 42N
I8 | SANDUNG WIJOKO Anggota DPRD | 18 %;JL
19 | MERAKARNO RAHUSNA TARUNO, S.T. | Anggota DPRD .
.H‘
20 | H. AHMAD DARISUN Anggota DFRD
21 | H. WORO SULISTIYONO, S.H. Anggota DPRD
22 | Dr. MUGIARTI, S.Pd, MM, Anggota DPRD
23 | MUSTOFA, S.Ag Anggota DPRD
24 | IMAM SANTOSA, S.H. Anggota DPRD | 24 \
/ |
[T —
25 | DUKHA NGABDUL WASIH Anggota DPRD | 25

{1

TATI IRAWATI, AMd

27

28

249

DANAN SETIANTO, S E. Anggota DPRD | 2
Ir. BUDIYONO Anggota DPRD ;%
I RACHMAT IMANDA, S.E, Ak, Anggota DPRD :/




NO NAMA JABATAN | TANDA TANGAN
30 | Hj YUNINGSIH Anggota DPRD | 30 .,-r
1
31 | ALFIATUN KHASANAH, §.Tr Keb. Anggota DPRD | 31 /%
32| SISWONDO Anggota DPRD 3@@@' =
- j
»
33 | BOBBY LISTYO WIDJATMOKO, SH. | Anggota DPRD 3//\_)//
34 | DEDI SUPRIYANTO, S.:Kem. Anggota DPRD | 34 N "
- B e |
35 | EKO PRAMONO Anggota DPRD | 3¢ @L
36 | SLAMET SUKOCO, S.TP Anggota DPRD | 36 %
37 | ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, SE | Anggota DPRD | 37 M
L7
38 | Dr. H SUPANGKAT,SH. MH Anggota DPRD—
39 | ANDIK PEGIARTO, S K M. Anggota DPRD
4 | DODET SURYONDARU M, STP. Anggota DPRD
41 | SETIA BUDIYANTO, S Hut,, S.H. Anggota DPRD
12 | MUCHTAR NASIR, 5.Pd Anggota DPRD
13 | CIPTO PUJSIHARSO, S E Anggots DPRD
44 | NARTAM ANDREA NUSA Anggota DPRD
45 | BALQIS FADILLAH, S H.I, M.Pd Anggota DPRD
46 | IWAN SUPRIYANTO, S H., M H, Anggota DPRD 4M m/ " |




NO

NAMA

JABATAN ‘ TANDA TANGAN
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#
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

ABSENSI PENDAMPING SEKRETARIAT DPRD
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Jalsn Sefiabudi 201 A Semarang, Kodepos 50263 Telepon 7473065, Faksimile . 7473701
Laman _ hiip/f bpsdmd jatengprov_go.id Sural Elekironik - bpsdmd@ijatenoprov.go.id

Semarang, 22 Juni 2026

Nomor B/800 2 4 6/726/2026

Sifat Biasa

Lampiran 1(satu) Dokumen

Hal Hasil Evaluas! Penyelenggaraan

Pendalaman Tugas Anggota DPRD
Kabupaten Banyumas Tahun 2026

Yth. Ketua PPSDM UNIVERSITAS SEMARANG
D1 Semarang

Berdasarkan Peraturan Menten Dalam Negern Rl Nomor 6 tahun 2024 tentang
Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota serta dalam rangka
penjaminan mutu penyelenggaraan pendalaman tugas anggota DPRD Kabupaten/Kota,
BPSDMDE Provinst Jawa Tengah telah menetapkan target capaian sasaran mutu = 3.5 darl
skala 40

Berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas bagl anggota
DPRD Kabupaten Banyumas, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai benkut

1. Pedalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten Banyumas vyang dilaksanakan oleh
PPSDM Universitas Semarang di Hotel Dafam Jalan Unp Sumcharjo No. 53 Kota
Pekalongan mulai tanggal 18 sampai dengan 20 Juni 2026, dari pagi siang hingga
malam han mulai pukul 08.00 s/d 22.00 WIB.

2 Capalan sasaran mulu proses penyelenggaraan pendalaman tugas bag anggota

DPRD Kabupaten Banyumas , dalam kategori Cukup Memuaskan, dan dibawah
target capaian sasaran mutu, dengan rincian sebagai berikut:

Diowumen mi felah ditandatangani secara elekironik menggunakan serifikal elekdronik
vang diterbilkan oleh Balai Besar Serdiikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandl Megara (BSSN)



o CAPAIAN NILAI CAPAIAN MUTU
NO ASPEK :
CN KRITERIA CM | KRITERIA
1 Program 81,38 Memuaskan 3,26 DBCM
2 Layanan Administrasi | 81,03 Memuaskan 324 DBCM
3 Fasilitas Penunjang 73,80 Cukup Memuaskan 2 95 DBCM

Rata-rata........ 78,74 | Cukup Memuaskan | 3,15 DBCM

3. Penyelenggaraan pendalaman tugas bagl anggota DPRD Kabupaten Banyumas .
berjalan dengan tertib dan lancar

4 Hasil evaluasi penyelenggaraan pendalaman tugas dimaksud sebagaimana terlampir

Demikian atas perhatian dan kenasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah,

Dr. Uswatun Hasanah, S Pd, M Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 187807302001122003

Tembusan:

1 Sekretans Daerah Provins! Jawa Tengah,

2. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah.
3. Rektor Universitas Semarang

Diowumen mi felah ditandatangani secara elekironik menggunakan serifikal elekdronik
vang diterbilkan oleh Balai Besar Serdiikasi Elekironik (BSrE), Badan Siber dan Sandl Megara (BSSN)
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/ EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENDALAMAN TUGAS BAGI ANGGOTA
DPRD KABUPATEN BANYUMAS

Periode 18 s/d 20 Jun 2026

BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH /

'J ﬁf&"&‘aﬁ

! '-“
-
L

A 5-‘76{ e

Jalan Setiabudi 201 A Semarang Kode Pos 58235
Telepon 824-7473066, Faksimile 7473761, Email : bpsdmd@jatengprov.go.id




A. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dasrah (BPSDMD) Provins: Jawa Tengah
mempunvai fugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
d1 bidang pengembangan kompetens: aparatur Sesuai dengan kewenanpannya maka
BPSDMD Provinst Jawa Tengah dalam menjalankan fungsinya sebagat mandaton dan
Gubernur Jawa Tengah selaku wakil pemenintah pusat di daerah melakukan pengawasan
terhadap penvelengoaraan kegiatan pendalaman tugas bagi anggota DPRD Kabupaten /
Kota melalu: evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan dalam upaya mengukur
tingkat keberhasilan dan tingkat kualitas penyelenggaraan kegiatan pendalaman tugas.

B. DASAR HUKUM
Peraturan Menteri Dalam Neger: Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2024 tentang
Orientas: dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
dan Angoota Dewan Perwalalan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota.

C. TUJUAN
Monrtoring dan evaluasi diselenggarakan dengan tujuan :
1) Menjamin kualitas penyelenggaraan pendalaman tugas bagi ansgota Dewan:
2) Menampung feedback proses penyelengparaan pendalaman tugas
3) Menvediakan mformasi untuk pengambilan keputusan tindakan perbaikan pada
penyelenggaraan pendalaman tugas Dewan berikutnya.

D. TEKNIK PERHITUNGAN DATA

Penetapan Nilai merupakan hasil penpolahan respon yang masuk dengan tekmik

pengolahan data tertentu. Terdapat dua jemis mlai yang diukur -

1.  Capaian Nilai
Capaian nilai dihitung dengan menggunakan skala likert. Skala Likert adalah skala
vang digunakan untuk mengukur persepsi sikap atau pendapat seseorang atau
kelompok mengenai sebuah perisiwa atau fenomena sosial. berdasarkan definisi
operasional vang telah ditetapkan oleh evaluator Cara perhitungan skomya adalah
sebagai berikut :

(-S-R—- x1:ﬂa)+( B % )+(--"55 %350 )—( Li. 3 ;35)
JR R JR IR



e Perhitungan kuesioner dengan 4 pilihan jawaban

1) Kurang
2) Cukup
3) Baik
4) Sangat Baik
e Pengelonipokan nilas berdasarkan kntena
0-60.00 Tidak Memuaskan
60.01 - 70.00 Kurang Memuaskan
70.01 - 80.00 Cukup Memuaskan
80.01-90.00 Memuaskan
90.01 - 100.00 Sanpat Memuaskan

[

Capaian Mutn

Capaian mutu merupakan standar mutu vang ada di BPSDMD Provinsi Jawa

Tengah dengan mengacu pada standar mutu vang telah ditetapkan dengan
Standard Mutu Manajemen (SMDM) ISO 2001:2015, dengan target Capaian

Mutu sebesar = 3,50 dari skala 4.,0.

Osd 349

D1 Bawah Capaian Mutu (DBCM)

350sd. 400

Di Atas Capaian Mutu (DACM)

Lad

Persepsi Negatif / Posifif

Persepsi Negatif = Respon Tidak + Respon Kurang /2 * 100%

Persepsi Positif = Respon Sangat ~ Respen Cukup / 2 * 100%
Pearsepst negatif juga memiliki mlai minimal berdasarkan SMM ISO 9001:2015, yaitu

tidak lebih dam 20%.

E. DATA INFORMASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN

Nama Pelatihan

Periode

Jumlah Peserta

Jumlah Responden

Tanggal Evaluas:

F. HASIL EVALTUASI

Sebagaimana terlampir.

: Pendalaman Tugas Bagi Anggota DPRD Kabupaten

Banyumas

- 18 sampai dengan 20 Jom 2026

- 47 orang

- 47 orang

: 19 Juni 2026



G.

KESIMPULAN

1.

]

Evaluas: Penyelenggaraan

Secara keseluruhan_ orientas: i sudah terlaksana dengan Cukup Memuaskan_ yang
ditunjukkan dengan Capaian Nilai (CN) 78.74 dengan Capaian Mutu (CM) berada
ada indeks 3.15 vang termasuk dalam kniteria D1 Bawah Capaian Mutu (DBCM).

. Saran

Ada beberapa saran / masukan terkait penyelenpparaan pendalaman tugas dan

peserta_ perlu perbaikan pada aspek-aspek diantaranya :

a) Kesesuaian tema dan pemateri dalam menjawab tantangan dan dinamika DPRD
saat 11 kurang

b} Tingkatkan mater: lebih tekmis dan fasilitas lebih diperbaik:

¢) Disarankan untuk mikrofon ada panitia yang mobile karena mic vang ada
kadang kadang tidak berfungsi

Mengetahui,
Sub Koordinator
Pengendalian Mutu dan Kerjasama

K

AMoc ad Said, SH, MH
Pembina
WIP. 1896712031987031003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Julon Setibudi Nomeor 201 A Sernrang Kode Pos SU243
Telepon (24-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman it bosdind jatesgprov. yo.id
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPCNEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrast . 893,333/ 13686/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 018 A/PPSDM. USM/STF WK/VL/2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaen dan Pengswasan Penvelenggaraan Pemennthan Daersh,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomar 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendnlaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Provinsi dan Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa.

Nama : AGUS PRIYANGGODO
Jabatan : Ketus DPRD
Instansi : DPFRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemabaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" vang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Deva Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 s.d 20 Juni 2026
bertempat di Kota Pekalongan
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Nomor Registmsi 8933 33/15687/BPSDM KEMENDAGRI
Nomaor USM : 015 A/FPSDM USM/STF WE/VI/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan  Persturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Persturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentsng Onentasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Provins: dan Angeots Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah KabupatenKota, menyatakan bahwa:

Nama : IMAM AHFAS, S.Pd., M.Pd.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahsman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusst Pengembangan
Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretanat DPRD Kabupsten Banyumas dan tanggal 18 s.d 20 Jum 2026

bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT

Nomor Registrmsi  : 893,3,33/|5688/BPSDM KEMENDAGRI
Nomaor USM - 018 A/PPSDM USM/STF WK/V1/2026

Menien Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerinizh Nomor 12 Tehun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarsan Pemenntahan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Temang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Duerah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyalakan bahwa:

Nama : MUH. ERLANGGA ADINUGRAHA, S M.
Jabatan : Wakil Ketun DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumss

TELAH MENGIEUTI

Warkshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemshaman Anggaran Fungsi Ruang Kerjn DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretarint DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 sd 20 Jum 2026
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Nomor Registrasi  : 891.3.33/15689/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM - 018 A/PPSOM USM/STF WE/VI/2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Temtang Pembinean dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntzhan Daerah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nams : JOKO PRAMONO, S.E.
Jabatan : Wakil Ketun DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

Workshop DPRD Kabupsten Banyumas dengan Tema “Pemshaman Aopgaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dsya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekeriasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dani tangeal 18 sd 20 Jum 2026
bertempat di Kota Pekalongan,
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Regisirast  © 893, 33/15690/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor LISM . O1BA/PPSDM USM/STF WK/V1/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenintahan Dserah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama :drg. ANDRIAS KARTIKOSARI
Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupsten Banyumas

TELAH MENGIEUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Runang Kerja DPRD® yang diselenggamkan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-UUSM) bekerjasama dengan Sekretariast DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026
bertemnpat di Kota Pekalongan
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  : 893 3 13/15691/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM ¢ 018.A/PPSDM USM/STF. WK/ VIA2026
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Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenintahan Dacrah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tuges Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah

Provinsi dan Anggota Dewsn Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenKota, menyatakan bahwa:

N /4
Y, Nama : ITO ANJARINI, 5,504, N
Jabatan : Anggota DPRD

W\ Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas /]

2 TELAH MENGIKUTI N\
Warkshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselengearakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tangeal 18 s.d 20 Juni 2026

bertempat di Kota Pekalongan. /
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi : 893.3.33/15692/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 018 A/PPSDM.USM/STF, WK/VI/2026

Menten: Dalam Negperi berdasarkan Peraturan Pemerintzh Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provins: dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa-

A Nama : H. SAMSUDIN TIRTA, S.E., M.M.

e Jabatan  : Anggots DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumss

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-UUSM) bekerjassma dengan Sekretanat DPRD Kabupaten Banvumas dan tanggal 18 sd 20 Jum 2026
beremnpat di Kota Pekalongan
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Uusm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi © 893.3 33/15693/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 018.A/PPSDM. USM/STE. WK/V1I/2026

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Peraturan Memnteri Dalam Neger Republik Indonesia Momor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tuges Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provins: dan Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

/4
\

/d

Namn : DIDI RUDIANTO, S.Par,, MLM. g
Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyomas /]

TELAH MENGIKUTI §

/4

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengun Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerjn DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dani tanggal 18 s.d 20 Jum 2026 c
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LN\ YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORD
/ UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi - 893.3.33/15694/BPSDM KEMENDAGRI
> Nomor USM - 018 A/PPSDM USM/STF, WK/V1/2026

Menten Dalam Negeri berdasarkan  Peraturan Pemerinizh Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinsan dan Pengawasan Penyelenggarsan Pemerintahan Daerah,
Pemturan Menten Dalam Negen Republik Indonesis Nomor 6 Tahun 2024 Temang Orientast dan Pendalaman Tugas Angpota Dewan Perwakilan Rakvat Dasrah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

b
7
Nama : OFAN SOFIAN, 5.50s.
Jabatan + Anggota DPRD
W\ Instensi : DPRD Kabupaten Banyumas
7 TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Temz “Pemahnman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan olch Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 15 sd 20 Juni 2026
bernempat di Kota Pekalongan
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi - 893.3.33/15695/BPSDM KEMENDAGRI
NomorUSM  : 018 A/PPSDM USM/STF, WK/VI2026

Menien Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Provinsi dan Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama :RELLYA VENNY OCTALINA

Jabatan : Anggols DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas
TELAH MENGIEUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia - Universitas  Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 s.d 20 Jum 2026
benempat di Kota Pekslongan




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi - 893,3.33/15696/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF. WE/VI/2026

Mexnteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengparaan Pemerintahan Deerah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Decrah
Provinsi dan Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : JASMIN, S.H.
Jabatan : Anggota DFRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI
Workshop DPRD Kabupaten Banvumas dengan Tema “Pemshaman Anggaran Fungsi Ruang Kerjs DPRD™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekegjasima dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 <d 20 Juni 2026
bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEKAT
Nomor Registrasi  : 893.3.33/15697/BPSDM KEMENDAGR!
Nomor USM | 018 A/PPSDM.USM/STF. WK/V1/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinsan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor & Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provins: dan Angpota Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah Kabupaten®ota, menyatakan bahwa:

Nama t WAWAN YUWANDHA, S.P,
Jabatan  : Anggota DPRD

. Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas
- . TELAH MENGIKUTI

Warkshop DPRD Kabupeten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Rugng Kerja DPRD™ yang diselenggarakan oleh Pusar Pengembangan
Sumber Dsva Manusia - Universitas  Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupeten Banyumas dan tanggal 18 s.d 20 Jum 2026
bertempat di Kotz Pekalongan
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Repistrasi - 893.3.33/15698/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM - 018 A/PPSDM.USM/STF, WK/VI/2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaman Pemenntahan Dacrah,
Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provins: dan Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : AGUS SUPRIYANTO
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupsten Banvumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 s.d 20 Jum 2026
bertempat di Kotz Pekalongan
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT

Nomor Registrasi 8933 33/15699/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 018 A/PPSDM USM/STF WEK/VI/2026

7\

7\

Menten Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembingan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendelaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa

A

Nama : TRISNO SUDARSO, S.Ses.

Jabatan : Anggeta DPRD

Instansi : DFRD Ksbupaten Banyumas
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 s.d 20 Juni 2026

bertempat di Kot Pekalongan
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UsSM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Nomor Registrasi  : 893.3.33/15700/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM - 018.A/PPSDM USM/STF. WK/V1/2026

Menien Dalam Negeri berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelensparaan Pemenntahan Daerah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Onentasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Angpota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah KabupatenKota, menyatakan bahwa:

Nama : H. ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Ksbupaten Banvumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" vang diselengearakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dava Manosia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaniat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanppal 18 sd 20 Jum 2026
bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  ; 893 3.33/15701/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 018.A/PPSDM. USM/STF. WK/V1/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintzh Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinsan dan Pengawasan Penyelenggarasn Pemenntahan Duerah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Proving dan Angoota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa

Nama :dr. HENRY CHRISTIANTO
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas
1{ & TELAH MENGIKUTI
Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan

Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekenjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dani tanggal 18 s.d 20 Juni 2026
bertempat di Kota Pekalongan.
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  © 893.3.33/15702/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM . 018 A/PPSDM USM/STF. WK/V1/2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan  Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Peraturan Menteni Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tuhun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Angoota Dewan Perwnkilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : ANDRI KUSMAYADIL S.T.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas
* TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD™ yang diselenggurakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Deys Manuwia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 s.d 20 Jum 2026
bertempat di Ko Pekalongen.

Semiifang, 20 Juni 2026
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usm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrasi - 893.3.33/15703/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor LSM - 018 A/PPSDM USM/STF. WK/V1/2026

Yoot

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaman Pemerintahan Dacrah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Angzota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

7 Ny Nty Nz N

L Nama : SANDUNG WLIOKO

Jabatan : Anggota DPRD
N, Instansi : DPRD Kabupaten Banyomas Y
I/ TELAH MENGIKUTI N

Workshop DFRD Kabupaien Banvumas dengan Tema “Pemahamsan Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Days Manusia - Universitas  Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariast DPRD Kabupaten Banvumas dan tangesl 18 £d 20 Juni 2026
bertempat di Kota Pekalongan.
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 893.3,33/15704/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 018 A/PPSDM. USM/STF. WK/VL2026

Menteri Dalam Negeri berdasarksn Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, t
Peraturan Menten Dalam Nepen Republik Indonesin Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Ornentasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah KabupatenKota, menyatakan bahwa:

TP

Nama : MERAKARNO RA'HUSNA TARUNO, 8.T.

Jahatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRI} Kabupaten Banyumas 7
TELAH MENGIEUTI N

Workshop DPRD Kabupaten Banvumnas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggaraken olch Pusat Pengembangan
Sumber Dava Manusia - Universitas  Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 sd 20 Jum 2016
bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : $93.3.33/15705/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM C 018 A/PPSDM USM/STF WK/VI/2026

)
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7\

Menten Dalam Nepen berdasarkan Peraturan Pemennth Nomor 12 Tehun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerntahan Daersh,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah
Provinsi dan Angeota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa: '

Yook

7\

Nama : H. AHMAD DARISUN

Jabatan : Anggots DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banvumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dayva Manusia - Universitas  Semarang (PPSDM-USM) bekerjesama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dani tanggal 18 s.d 20 Juni 2026
bertempat & Kota Pekalongan.

7\

7\

7\



> 250N 25N 250N 250 250 20N 2N SN SN

KOy

USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
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UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrast + 893.3 33/15706/BPSDM KEMENDAGRI
Nomot USM  : 018 A/PPSDM USM/STF.WK/V1/2026

Mentenn Dalam Negen berdasarkan  Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembingan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintzhan Daerah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendelaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dserah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwskilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa

\Y/,

\Y/,

Nama : H. WORO SULISTIYONO, S.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

7Nl N X

\Y/

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerjs DPRD" yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dava Manusia - Universitas  Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 s.d 20 Jum 2026
bertempat di Kota Pekalongan.

..ﬁ R0 Juni 2026
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Uswm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT
Nomor Registrasi © 893.3.33/15707/BPSDM KEMENDAGR!
Nomot USM - OIS, A/PPSDM.USM/STF. WK/V1/2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarnan Pemerintahan Dacrah,
Peraturan Menteri Dalam Nepen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anpgota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan babwa:

Nama : Dr, MUGIARTYL, S.Pd., MM,
Jabhatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banvumas

TELAH MENGIKUTI

Waorkshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Davs Manusia - Universitas  Semarung (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 s.d 20 Jum 2026
bertempat di Kota Pekalongan.
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uUswm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi - 893.3.33/15708/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : D18 A/PPSDM.USM/STF. WEK/VI2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraruran Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daersh,
Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indonesie Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Onentasi dan Pendelaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Anggow Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

/(ﬂ 7\

Nama : MUSTOFA, S.Ag.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaien Banyumas dengan Tema “Pemahsman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Jum 2026

bertempat di Kota Pekalongan.
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIEAT
Nomor Registrasi  © 893.3 33/15709/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor LISM © D1BA/PPSDM. USM/STF. WK/VL2026

Menien Dalam Negen berdasarkan  Peraturan Pemenntab Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenintahan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Onientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Duerah
Provins dan Angeota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah KabupatenKota, menyatakan bahwa:

Nama : IMAM SANTOSA, S.H.

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyomas
TELAH MENGIKUTI

Warkshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangun
Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dar tanggal 18 s.d 20 Juni 2026
bertempat di Kota Pekalonzan,
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UsMm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

MNomor Registrasi - 893.3.33/15710/BPSDM KEMENDAGR]
Nomor LISM C Q1B A/PPSDM USMSTE WEKVI/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinsan dan Pengawassan Penyelenggaraan Pemenntaban Daerah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesin Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Onentasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provins: dan Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kots, menyatakan bahwa:

Nama : DUKHA NCABDUL WASIH
Jabatan : Angpota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerjs DFRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dava Manusiz - Universitas  Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026

bertempat di Kota Pekalongan
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usMm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrasi 893,3.33/15711/BPSDM KEMENDAGRI
Nornor USM : 018 A/PPSDM.USM/STF. WK/V1/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinean dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintzhan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah
Provinsi dan Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

7 Nl N N ST §

Namn : TATI TRAWATI, A.Md.

Jabatan : Anggota DPRD

Instamsi : DFRD Kabupaten Banyumas
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Deya Manusis - Universitas  Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 s.d 20 Jum 2026
bertempat di Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi = 893,3,33/15712/BPSDM KEMENDAGR!
Nomor USM . 018 A/PPSDM USM/STE.WK/V1/2026

Menten1 Dalam Negen berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Teniang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaman Pemerintahan Daerah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tuges Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

7
&
G
5

: DANAN SETIANTO, S.E.
: Anggota DPRD
-,.\% Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemshamsn Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRID™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026

beriempat di Kota Pekalongan.
rr’ﬁ‘* ) Juni 2026
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrasi © 893 3,33/15713/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM - 018.A/PPSDM USM/STF WK/V1/2026

Menter Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarsan Pemenintahan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negen Republik Indonesia Nomar 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Angpota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah KabupatenKota, menyatakan bahwa:

. Numa :Ir. BUDIYONO
Jubstan : Anggots DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIEUTI

Waorkshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Roang Kerja DPRD” yoang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dmva Manusia - Universitas  Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 s.d 20 Jum 2026

bertempat di Kota Pekalongan.



Uusm
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIEAT
Nomor Registrasi  : 893.3.33/15714/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM . 018 A/PPSDM.USM/STF. WK/VI/2026
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Menten Dalam Nepen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tehun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : H. RACHMAT IMANDA, 5.E., Ak

Jabatan : Anggote DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas
TELAH MENGIEKUT1

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD™ yang diselengzarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 sd 20 Jum 2026
beriempat di Kota Pekalongan
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  : 893.3,33/15715/BPSDM KEMENDAGRI
NomorUSM 018.A/PPSDM USM/STF.WK/VI/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggarsan Pemerintahan Daerah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orienlas: dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Provins: dan Angeota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : Hj. YUNINGSIH
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

: TELAH MENGIKUTI
Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemshaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD™ yang dis¢lengearakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretriat DPRD Kabupaten Banvumas dan tanggal 18 s.d 20 Juni 2026
bertempat di Kota Pekalongan
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  : 893,3.33/15716/BPSDM KEMENDAGRI
Namor LUSM © 018.A/PPSDM.USM/STF WK/VI2026

SN TN

Menten Dalam Negen berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaman Pemerintahan Daerah,
Peraturan Memien Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendataman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provins dan Angoota Dewan Perwalilan Rakvat Dacrah KabupatenKota, menyatakan bahwa:

W

7 Nama t ALFIATUN KHASANAH, 5.Tr.Keb.
Jabatan : Anggota DPRD

N : Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

/ L:__. TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungyi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarnkan olch Pusat Pengembangan
Sumber Dava Manusia - Universitas  Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sckretariat DPRD Kabupsten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Jum 2026
bertempat di Kota Pekalongan.
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USM
W YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO /4
L/ UNIVERSITAS SEMARANG N
SERTIFIEKAT

Nomor Registrasi  © §93.3 33/15717/BPSDM KEMENDAGRI
\; Nomor USM - 018 A/PPSDM USM/STF. WK/V1/2026 74
N\

Menten Dalam Negen berdasarkan Persturan Pemenintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenintahan Deersh,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggots Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Provinsi dan Angeota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah KabupatenKota, menyatakan bahwa:

Namsa : SISWONDO

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Deva Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 sd 20 Juni 2026
bertempat di Kota Pekalongan.

PASTFRS a

@/



N5 255 250 250N I 250 2508 250N 252
%

Yo,

/-
N
USM
W YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO /4
“ UNIVERSITAS SEMARANG N
SERTIFIEAT
Nomor Registrusi - 893,.3.33/15718/BPSDM KEMENDAGRI
> Nomor UJSM . 018 A/PPSDM USM/STF WEK/VL2026 74
Menten Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Deerah, N
Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Ornientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewasn Perwakilan Rakyat Dacrah
A\ Provinsi dan Anggots Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:
/4
Z Nama : BOBBY LISTYO WIDJATMOKO, S.H. N
Jabatan : Anggota DPRD
W Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas 7]
7, TELAH MENGIKUTI N\
Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026
1N}/ bertempar di Kota Pekalongan. 4
%
b /4
[/, - N
\NIS- 0633706310203
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG

SERTIFIKAT
Nomor Registrasi = 893.3.33/15719/BPSDM KEMENDAGR!
Nomor USM ¢ D18 A/PPSDM USM/STF. WE/V12026

Menten Dalam Negen berdassrkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Ornentasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provins: dan Anggots Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kubupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : DEDI SUPRIYANTO, S.LKom,

Jabatan : Anggpta DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas
TELAH MENGIEUTI

Waorkshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Daye Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tangga! 18 s.d 20 Jum 2026
bertempeat di Kota Pekalongan
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  © 8§93,3.33/15720/BPSDM KEMENDAGRI
Momor USM - D1E.APPSDOM. USM/STF. WK/VI12026

Memen Dalam Negen berdsssrkan Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemenntahan Daerah,
Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Onentasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provins: dan Angeots Dewan Perwalilan Rakvat Daerah KabupatenEota, menyatakan bahwa:

Nama : EKO PRAMONO
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabwpaten Banyumas

TELAH MENGIEUTI
Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjnsama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 sd 20 Juni 2026

bertempat di Kota Pekalongan
20 Tum 2026
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGOROQ
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi  © 893.3.33/15721/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM . D18 A/PPSDM USM/STF WEK/V1/2026

'\

Memten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggarnan Pemernintahan Daeruh,
Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : SLAMET SUKOCO, 5.TP.
_ Jabatan : Anggota DPRD

O\ ’ . Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas
o TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anpggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan

Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 s.d 20 Jum 2026
(\)/ beriempat di Kota Pekalongan.
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W YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO /4
L/ UNIVERSITAS SEMARANG N
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  ; 893.3.33/15722/BPSDM KEMENDAGR!

\ Nomor USM : D18.A/PPSDM . USM/STF.WK/VL2026 4
L Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, N
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Onentasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:
b 74
7 Nama : ARIEF DW1 KUSUMA WARDHANA, S.E. \
Jabatan + Angpota DPRD
N\ Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas 7
7, TELAH MENGIKUTI N
Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemshaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenpgarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dari tanggal 18 s.d 20 Juni 2026
W beriempat di Kota Pekalongan. /4
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi : 8933 33/15723/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : D1BA/PPSDM.USM/STF. WK/VI/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Dacrah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Onentasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : Dr. H, SUPANGKAT, 8.1, M.H.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Waorkshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Deva Manusia - Universitas  Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dani tangeal 18 s.d 20 Juni 2026
berntempat di Kota Pekalongan.

“NIS. 06557003102033
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

3
)
)
)

SERTIFIKAT
Nomor Registrasi - 893.3.33/15724/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM - 018 A/PPSDM USM/STF. WK/V1/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintzhan Daerah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dzn Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Provins: dan Angeota Dewan Perwakilan Rakvat Daersh Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : ANDIK PEGIARTO, S.K.M.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyomas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyvumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanegal 18 s.d 20 Juni 2026
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi - 8933 33/15725/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor LISM . 018 A/PPSDM. USM/STF WK/V1/2026

Menten Dalam Negen berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinsan dan Pengawasan Penyelengparaan Pemerintahan Daerah,
Peraturan Menten Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientast dan Pendalaman Tugas Anpeota Dewan Perwakilan Rakvat Dacrah
Provins: dan Anggots Dewan Perwakilan Rakyat Dserah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : DODET SURYONDARU M, 5TP.
Jahatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemshaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang disclenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia - Universitas  Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tangeal 18 s.d 20 Jum 2026
benempat di Kota Pekalongan.
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W YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO 74
7 UNIVERSITAS SEMARANG \)
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi - 893.3.33/15726/BPSDM KEMENDAGRI c
\ Nomor USM © 018.A/PPSDM, USM/STF. WK/V1/2026 /i
o Menten Dalam Megen berdesarkan Peraturan Pemenntzh Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinoan dan Pengawasan Penyelenggarsan Pemerintahan Daerah, N
Peratursn Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:
A\ 7
Z Nasa : SETIA BUDIYANTO, S.Hut., S, Q
Jabatan : Angpota DPRD
N\ Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas /]
2 TELAH MENGIKUTI N
Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dava Manusia - Umiversitas  Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariar DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 s.d 20 Jum 2026
W bertempat di Kot Pekalongan 74
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  : 893.3 33/15727/BPSDM KEMENDAGRI
MNomor USM : D18 APPSDM. USM/STF, WK/VI/2026

JeA

A

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemenintah Nomaor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelengparaan Pemerintahan Daerah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Onentasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

N\ %
7

Nama : MUCHTAR NASIR, S.Pd.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI

Waerkshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungei Ruang Kerjs DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaniat DPRD Kabupaten Banyumas gan tanggal 18 s.d 20 Jum 2026

bertempat di Kota Pekalonpan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi - §93.3 33/15728/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM 1 D18 A/PPSDM.USM/STF. WE/V12026

Menten Dalam Negen berdasarkan  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenmahan Daerh,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Temtang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Provins: dan Angeota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : CIFTO PUJIHARSO, S.E.
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI
Workshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dava Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 s.d 20 Jum 2026
bertempar di Ko Pekalongan
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USM
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT
Nomor Registrasi  © 893.3.33/15729/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM : 018.A/PPSDM.USM/STF WK/V1:2026

A

A

Menieri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintabh Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinsan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Angeota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah
Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Duerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

7\

Nama : NARTAM ANDREA NUSA
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIKUTI
Warkshop DPRD Kabupaien Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia - Universitas  Semarang (PPSDM-USM) bekerjesama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dani tanggal 18 s.d 20 Juni 2026
bertempat i Kota Pekalongan.
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
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SERTIFIKAT
Nomor Registrasi - 893.3.33/15730/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM - 018.A/PPSDM.USM/STF. WK/V1/2026

Menteri Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaroan Pemenntahan Daerah,
Peraturan Menteri Dalam Negeni Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Temang Orientasi dan Pendzlaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi dan Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten/Kota, menyatakan baliwa:

Nams : BALQIS FADILLAH, S.H.L, MLPA

Jabatan : Anggota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas
TELAH MENGIEKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banvurnas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD"™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang {PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal |8 sd 20 Jum 2026
benempat di Kota Pekalongan.
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W YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
o UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Momor Registrasi | 893 3.33/15731/BPSDM KEMENDAGRI
P\ Nomor USM  : 018 A/PPSDM.USM/STF WK/V1/2026
P

Menten Dalam Negen berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah,
Peraturan Menten Dalam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Angeota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provins: dsn Anggota Dewan Perwakilan Rakyvat Dasrah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

Nama : TWAN SUPRIYANTO, S H., M.H.

Jubatan : Angzota DPRD

Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas
TELAH MENGIKUTI

Workshop DPRD Kabupaten Banvumas dengan Tema “Pemshaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD™ yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Dayva Manusia - Unnersitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas dar tanggal 18 s.d 20 Jumi 2026
bertempat di Kota Pekalongan.

u 20 Juni 2026
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USM™
YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG
SERTIFIKAT

Nomor Registrasi : 893.3.33/15732/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor USM - 018 A/PPSDM USM/STF. WK/VL2026

7\

7\

Menten Dalam MNegen berdatarkan Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemernintahan Daerah,
Peraturan Memten Delam Negen Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provins: dan Angeota Dewan Perwakilan Rakvat Daemh Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa:

\Y/,
A

Nama : ABDULLAH ARIF BUDIMAN
Jabatan : Anggota DPRD
Instansi : DPRD Kabupaten Banyumas

TELAH MENGIEUTI

Warkshop DPRD Kabupaten Banyumas dengan Tema “Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD" yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia - Universitas Semarang (PPSDM-USM) bekerjasama dengan Sekretaniat DPRD Kabupaten Banyumas dan tanggal 18 s.d 20 Jum 2026
bertempat di Kota Pekalongan
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DAFTAR MATA PELATIHAN / TOPIK

Nomor | MATA PELATIHAN/TOPIK JP | JAM MATA PELATIHAN
1 Pokok- Pokok Pikiran (Pokar) Anggota DPRD, 3 20.00 - 23.00
2 Memahamu Potens1 Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 2027, 35 0R.00-11.30
- Meningkatkan Kapasitas Fungst Penganggaran DPRD dalam Mendeteksi & Mencegah Polensi - ‘4% =
| Korupsi serta Pemborosan Anggaran. ' 13.30-17.00
| FGD (Focus Group Discussion) Intemal DPRD
33 19.00 - 22.30

“Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRE™,

Pekalongan, 20 Jumi 2026

EDip

- Ketun Pelaksapa Harian PPSDM- USM

——NST. 13922018



YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

MATERI - MATERI



BUKU MATERI
WORKSHOP
DPRD KABUPATEN BANYUMAS

Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD

BISELENGGARAKAN OLEH :
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAMNUSIA UNIVERSITAS SEMARANG
(PPSDM-USM)
BEKERJASAMA DEMNGAMN
:FEHKRETARIAT DPRD KABUPATEMN BAMNYLIMAS

5
ATAS REKOMENDAS] BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH DAN KEMENDAGRI BRI

ol Dtam Pefaongan, 18520 um 204



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan rahmat dan
karunia-Nya kita dapat menyusun materi WORKSHOP DPRD Kabupaten Banyumas
dengan tema "Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD” yang
dilaksanakan di Hotel Dafam Pekalongan, tanggal 18 s.d 20 Juni 2026, yang diikuti
oleh Pimpinan, Anggota DPRD Kabupaten Banyumas, beserta Sekretaris dan jajaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Banyumas.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan
Kegiatan WORKSHOP ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya, semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan
dapat bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi Negara Kesatuan Republik
Indonesia pada umumnya.

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan masukan bagi yang membutuhkan
dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 17 Juni 2026
Ketua Harian PPSDM USM

Edi Purnomo, S.E.. M.M., Akt.
NST. 13922018




MATERI 1

Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD

Oleh :
Drs. Rooy John Erasmus Salamony, M.Si.
(Kemendagri RI)



KEMENTERIAN DALAM NEGERI o
REPUBLIK INDONESIA |.© [ " |

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
(POKIR)

wWasipdkemendagri ([ subdit pmipd uﬁ hitps://sipd.kemendagri.go.id/



DASAR HUKUM POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 324 dan Pasal 373, DPRD berkewajiban:
* Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
secara berkala
« Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat

Uu 17/2014 - MD3

Pasal 108 dan Pasal 161. DPRD berkewajiban:
* Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
secara berkala
UuU 23/2014 - Pemda «  Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat

Pasal 78
Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPD. DPRD memberikan saran dan
pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil
» reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan,
lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian
sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang RPJMD.

Permendagri 86/2017




Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Permendagri 86/2017

Pasal 178

1.Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang
diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi
melalui reses.

2.Pokok-pokok pikiran DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan
kapasitas riil anggaran.

3.Risalah rapat adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen
tahun sebelumnya yang belum ditelaah.

4 Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang
ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

5.Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD
dilaksanakan.

6.Pokok-pokok pikiran DPRD dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki SIPD.

7.Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu akan dijadikan bahan masukan
pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD
tahun berikutnya




W

5.

PENYELARASAN _ RISALAH RAPAT | _
. DENGAN SASARAN  DENGAR PENDAPAT | DAFTAR
KAJIAN PERMASALAHAN N DAN PRIORITAS . ATAU RAPAT >  PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN DAERAH “ PEMBANGUNAN PENYERAPAN HASIL 7 PEMBANGUNAN
g DAERAH ASPIRAS| MELALUI RESES

Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok
pikiran DPRD dan dikelompokkan kedalam urusan Perangkat Daerah;

Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan
tersebut;

Analisis kesesuaian Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan.

Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari Perangkat Daerah terkait terhadap
kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas;
Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD.

Tabel T-B.57 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi Provinsi/Kabupaten/kota

Program/Kegiatan Indikator Volume Perangkat Validasi/
Kinerja Daerah Terkait Keterangan
i (2 [3) (4 (5 (8] (7)



PENYELARASAN RISALAH RAPAT N\,
: T DENGAN SASARAN DAN DENGAR PENDAPAT . DAFTAR
KAJIAN PERMASALAHAN ._ PRIORITAS > ATAURAPAT > PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN /" PENYERAPAN HASIL PEMBANGUNAN
DAERAH /" ASPIRAS| MELALUI RESES

1. Inventarisir isu-isu, permasalahan, dan kelompok sasaran
2. Inventarisir program-kegiatan-sub kegiatan yang dapat mendukung penyelesaian permasalahan
3. Penentuan lokasi dari sub kegiatan
4. Menentukan maksud dan tujuan
5. Penyelarasan dengan prioritas nasional dan sasaran pembangunan nasional
NASIONAL
1| 2 | 3 6 7 8 9 9 10
1-1.2-22.0-0.02 - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 Peningkalan Belum optimalnya | Masyarakat usia Program Pengelolaan | Pembangunan Sekaolah Adanya Huang | Mendukung PN 3 Indeks
Kualitas dan Daya layanan mutu sekolah Desa pengeloiaan FPendidikan Ruang Menengalh Atas Laboratorium Meningkatkan | Pembangunan
Saing Daerah pendidikan dalam Eokong pendidikan Sekolah Laboratorium (SMA) Negeri Komputer bagi sumbel daya Manusia
menghadap| Kecamatan Menengah Atas Komputer Bokong di Desa | masyarakat usia mamtsh
meluasnya kemajuan  Tolanas. | _Bokong _sekolah diDesa | berkualitas dan
dalam bidang Kecamatan | Bokong maka akan | b
teknolog) di Desa. - permasalahan
i [ “layanan mutl’
pendidikan SMA di
Desa Bokong

Kecamatan Tolanas




PENYELARASAN RISALAH RAPAT
DENGAN SASARAN DAN DENGAR PENDAPAT DAFTAR
PRIORITAS ATAU RAPAT - PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN PENYERAPAN HASIL £ PEMBANGUNAN
DAERAH ASPIRASI MELALUI RESES :

KAJIAN PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN DAERAH

Risalah rapat dapat berupa sambutan, permasalahan
BAPAK IBU, HADIRIN SEEALIAN YANG SAYA HORMATI

atau usulan kegiatan baru. DALAM KESEMPATAN INI KAMI SAMPAIRAN BOKOK
EIETR AN DEWAN TNIUE E TCAHA TEMBANGUNAN
EABTTATEN TAHUI 2020 FOECR-POEOEFIEIR AT
DEWAN INI EERASAL DARI HASIL EEGIATAN EESES 43
ANGGOTA DEWAN, EASIL RAPAT DENGAR PEMDAPAT

DENGAN MITEA EERIA COFD PEMEERIHNTAH EABUPATEH

......... ST . ' DAN HASIL KUNIUNGAN KERJA BAIK EOMISI
_ MATFTN ALAT KELENGEAPANDEWAN LADTY A KE UHIT:
URAIAN POKIR DPRP UMITEERIADAT AMPEMERINTAR AW K ABUBATEN
PROVINSI s TAHUN ANGGARAN 2018 MAUPUN HASIL EOCEDINAS] DAN KONSULTASL EE
PEMERINTAH PUSAT MAUFUN EE FEMERINTAE DAERAH
= P S LATH DT INDONESTA
Tiplal Barted (4 Uayerl, Dl Crvzrats dan Tels Rusing. ) o
E o ' RIDANG FISIK, SARANA DAN PRASARANA
i S By FEMBANGUNAN  INFRASTRURTUE  FEMBANGUNAN
Pun e 1.nnd|1-:|.|t. ? . g s
:; bt b #‘.,%W - DIFEASTRUKTUR DIHARAPEAN MERATA UETUE
1. rewimnann ; 2 3 :
x Vit M MEMBERIEAN RASA FEADILAN BAGI MASYARARAT
SEFINGGA MENYENTUH SELURUH ASPEK EEBUTUHAN
Pk Boik PRiran Kol 1 MASYARAEAT FONA MENTHIANG MOBEILITAS
M a2 eyl sl g bt e s s e s e benlgeg i g MASYARARAT, RASA AMAN DAN EETERTIBEAN SERTA
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PENYELARASAN RISALAH RAPAT
DENGAN SASARAN DENGAR PENDAPAT DAFTAR
DAN PRIORITAS _ ATAU RAPAI PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN PEI*I‘I'ER'HP_AN HASIL PEMBANGUNAN
DAERAH ASPIRASI MELALUI RESES

KAJIAN PERMASALAHAN

PEMBANGUNAN DAERAH

|:*_:il; 8
1-1.2-22.0-0.02 - Dinas
endidikan dan
ebudayaan
Belum cptimalinya
layanan mutu
pendidikan
menyebabkan
1 |Penerapan Standar
Pelayanan Minimal
(SPM) Pendidikan
masih sangat minim di
Desa Bokong
Terbatasnya sarana
2 |dan prasarana SMK
Kristen Nenas
1-3.0-0.0-0.01 - Dinas
erjaan Umum dan

erumahan Rakyat

1 |Kesulitan Air Bersih
Jembatan yang rusak
berat dan telah
menyebabkan
kecelakaan
Pemukiman

3 masyarakat yang tidak
=1 1




PEMBAGIAN PERAN DALAM PENYAMPAIAN POKIR

« Sekretariat Dewan: Unsur pelayanan administrasi dan pemberian
dukungan tugas dan fungsi DPRD

+ Dinas Daerah: Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah

« Bappeda: Unsur penunjang Urusan Pemerintahan

f PP 18/2016
Setwan DPRD, Lampiran Permendagri 104/2016:

«  Menyusun risalah rapat

/ «  Memverifikasl, mengoordikasikan dan mengevaluasi risalah rapat

I; «  Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-
S pokok pikiran DPRD

o e | Bappeda, Pasal 8:

P i -

‘ / Ermencag 5/201? —— + Membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan
__“_}*--. pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah




PEMBAGIAN PERAN DALAM PENYUSUNAN POKIR DPRD

. 1. Mengoordinasikan penyusunan dokrenda
2. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang
- 3. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait dokrenda

BAPPEDA

Unsur penunjang perencanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

@ |1 Melakukan fasilitasi pokir DPRD
- 2. Melakukan verifikasi pokir PRD
3. Mengoordinasikan pokir DPRD

SETWAN
Unsur layanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD

1. Melakukan penelaahan hasil masukkan dari DPRD ke dalam Kegiatan/ Sub Kegiatan
. yang sudah ada. atau apabila diperlukan membuat kegiatan/Sub Kegiatan baru

- 2. Menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah

3. Melaksanakan kegiatan/sub kegiatan

DINAS

Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah




ALUR PENGAJUAN POKIR DPRD

ﬁ M FASILITASI, M

5 KOORDINASI DAN
r VERIFIKASI,

INPUT POKIR SERREIARIATDPRD BAPPEDA

VERIFIKAS|I BAPPEDA '

TELAAH PERANGKAT
USULAN POKIR DAERAH/DINAS

MASUK RANWAL
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Permendagri 86/2017 Pasal 343

Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD,

perlu disusun berita acara kesepakatan KDH dengan ketua DPRD.

Penambahan kegiatan baru pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau
provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan



= Permendagri 86/2017 Pasal 348

Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran, dapat disampaikan dalam aplikasi e-planning
dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Daerah




MOMENTUM PENGINPUTAN HASIL RESES DALAM RKPD

Menjaring Aspirasi Menyiapkan Laporan Hasil Reses
pada Dapil pada Perianggungjawaban disampaikan dalam
saat Kunker berkala Reses Persidangan




TERIMA KASIH
Ditjen Bina Keuangan Daerah
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UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 161
Anggota DPRD kabupaten /kota berkewajiban antara lain:

menyerap dan menghimpun aspirasi Kkonstituen melalui
kunjungan kerja secara berkala

menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan

masyarakat




E PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

Dalam Pasal 78

» Penyusunan rancangan awal RKPD, diantaranya mencakup : penelaahan pokok-
pokok pikiran DPRD

» DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD
berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan
perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan
pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
tentang RPJMD

» Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara
tertulis kepada kepala BAPPEDA

Dalam Pasal 153

Kaidah perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah, meliputi antara lain:
penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

o S ——




E PERMENDAGRINOMOR 86 TAHUN 2017:

Dalam Pasal 178

» Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan Kkajian
permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD
berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil
penyerapan aspirasi melalui reses.

» Pokok-pokok pikiran DPRD, diselaraskan dengan sasaran dan

prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.

Risalah rapat adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat

rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum

ditelaah.

» Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar
permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan

A <0202

A 74



E PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017

Dalam Pasal 178

» Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum
Musrenbang RKPD dilaksanakan

» Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
dimasukkan kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memiliki
SIPD.

» Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan
masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD
tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

AR . e
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PERMENDAGRINOMOR 86 TAHUN 2017':

Dalam Pasal 348

» Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD, DPRD memberikan
saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Kepala Daerah
berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai
bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran
yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

» Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam aplikasi e-
planning dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar
pendapat dengan Kepala Daerah.

AR . e




N

LANGKAH-LANGKAH PENELAAHAN POKOK-
POKOK PIKIRAN DPRD

1. Inventarisasi jenis
program/kegiatan yang
diusulkan DPRD dalam
dokumen rumusan hasil
penelaahan pokir DPRD tahun
lalu dan dikelompokkan ke

dalam urusan OPD

2. Kaji pandangan dan
pertimbangan yang disampaikan
berkaitan dengan usulan
program/keg hasil penelaahan tsb.

Inventarisasi

3. Telaah indikator

6. Sajikan dalam Tabel relaat kinerja yang diusulkan
g || | e | i indikator  Sertalokasi yang diusulkan

= ] L (5 8 [T

03

: 4. Lakukan pengecekan dan
“\ validasi oleh tim penyusun RKPD
3‘” yang berasal dari OPD terkait thd
kebutuhan lapangan dengan
mempertimbangkan asas manfaat,
kemendesakan, efesiesi dan

efektifitas

wl we e f da] pal po
e

f

5. Rumuskan usulan program dan keg
yvang dapat diakomodasikan dalam

rancangan awal RKPD
A



MEKANISME POKIR h .

4 Bappeda

Sesuai dengan ranwal renstra/ renj}{\ Tidak sesuai

Masuk dim rencana

periode berikuinya

Sesuai dengan Sasaran & prinrités




N
E HUBUNGAN POKIR KE DALAM DOKRENDA DAN APBD
{ Reses | | { RESESIH_J {Resesilﬂ

e

Reses I11
Tahun Penyusunan
sebelu mn}fa RKPD Tahun
n+1

— o —

Jan 4|’ Mrt Aprl ‘7’ ME; "‘I Jul 1—' Agustus __;“{_1 Septemher;\_{ Des _}*
i T B e
Ranwal Musrenbang Kesepakatan APBD
RKPD RKPD Tahun || RKPD Notrhia L,,..
Tahun n I — G PEAS

Penyusunan

Perubahan

RKPD Tahun

n-1

Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan masukan pada
penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan
RKPD tahun berikutnya

_ -
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USULAN POKIR DPRD DALAM APLIKASI SIPD'

Peencanssn - 20

USULAN PERMASAL AHAN
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E USULAN POKIR DPRDDALAM APLIKASI SIPD

Pility

Layanan Kecahatan Rutik

: | Pada Usulan, silahkan pilih daftar usulan yang tersedia berdasarkan
permasalahan yang akan diusulkan
4 —
0 ok | W = Jelaskan lebih rinci permasalahannya berdasarkan usulan yang sudah dipilih
AN coemy - JOkETA ¥ _ 1 L Input volume dan satuan sesual dengan usukan
Sles TR aows : L Titikkan (drop pin) lokasi yang diusulkan pada peta
LT E




USULAN POKIR DPRD DALAM APLIKASI SIPD

~ RiAT A
‘ DPRD BAPPEDA

INPUT POKIR VALIDASI SEKRETARIAT DPRD VALIDAS]I EAPPEDA
oleh akun Anggota Dewan aleh akun setara Kasubid cleh akun Mitra Bappeda yang
memangku Sekretariat DPRD

\2
O <« I « I

USULAN DISETUIUI VALIDAS| TAFD VALIDASI OPD TUJUAN
oieh akun setara Kasubid

Setiap tahapan validasi, validator harus menambahkan
rekomendasi dan usulan anggaran







MATERI 2

Memahami Potensi Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 2027

Oleh :
Purnomo Batamba, S.L.P., M.Sc.
(Kemendagri RI)



DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH
JAKARTA, 2026



PERAN DPRD DAN PEMDA
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

"~ DPRD
v

Pembentukan
Perda

Anggaran

Pengawasan




FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

\ "’

PEMBENTUKAN
PERDA ANGGARAN PENGAWASAN

DALAM RANGEKA MELAKSANAKAN FUNGSI
DPRD MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 96 dan Pasal 149



FUNGSI PEMBENTUKAN PERDA

\/

. membahas bersama gubernur/bupati/walikota dan

menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda
Provinsi/Kabupaten/Kota;

mengajukan usul rancangan Perda Provinsi/Kabupaten/Kota;
dan

. menyusun program  pembentukan Perda bersama

gubernur/bupati/walikota.

Pasal 97 dan Pasal 150




pembahasan untuk persetujuan bersama
FUNGSI terhadap rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota

ANGGARAN tentang APBD yang diajukan oleh

Gubernur/Bupati/Walikota

\/

. Membahas KUA dan PPAS vyang disusun oleh
Gubernur/Bupati/Walikota berdasarkan RKPD;

. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota tentang
APBD Provinsi/Kab/Kota;

. Membahas rancangan Perda Provinsi tentang perubahan
APBD Provinsi/Kab/Kota; dan

. Membahas rancangan Perda Provinsi/Kab/Kota tentang
Pertanggungjawaban APBD Provinsi/Kab/Kota.

Pasal 99 dan Pasal 152




FUNGSI PENGAWASAN

\/

. pelaksanaan Perda provinsi/kabupaten/kota dan
peraturan gubernur/bupati/walikota;

. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain
yang terkait dengan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah provinsi/kabupaten/kota;
dan

. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan

Pasal 100 dan Pasal 153




%

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan
keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, DPRD
provinsi/kabupaten/kota berhak mendapatkan
laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan
oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

DPRD provinsi/kabupaten/kota melakukan
pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan
laporan keuangan.

DPRD provinsi/kabupaten/kota  dapat meminta
klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan

laporan keuangan kepada BPK.

Pasal 100 & 153 ayat (2), ayat (3), ayat (4)




Tindak Lanjut
LHP BPK oleh DPRD

. DPRD menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.

. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. laporan hasil pemeriksaan keuangan;

b. laporan hasil pemeriksaan kinerja; dan

c. laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
. DPRD meminta pemerintah daerah untuk
menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK.

. DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak
lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah.




STANDAR & JENIS PEMERIKSAAN

PEMERIKSAAN |
KEUANGAN |

JENIS A / " TEMUAN,
VRIS | PEMERIKSAAN | il 8

KINERJA ‘ . REKOMENDASI

\|' ' PEMERIKSAAN | e >~
DENGAN | N A

> SIMPULAN |

W TUJUAN \ J

TERTENTU : "u-’ '




JENIS PEMERIKSAAN BPK

Pemeriksaan Keuangan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (Menghasilkan
Opini)

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Negara yang
terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efesiensi

serta aspek efektivitas (Menghasilkan temuan &
Rekomendasi)

Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan
sebagaimana di atas (Menghasilkan Kesimpulan)




PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan atas hal-hal berkaitan dengan

keuangan
Contoh  pemeriksaan  atas Belanja  Daerah,

Pendapatan Daerah, Asset Daerah dll.

Pemeriksaan Investigasi

Pemeriksaan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang
valid atas indikasi terjadinya korupsi.

Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Pemeriksaan untuk menguji kehandalan SPI dan
implementasinya.




LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN

berupa

1. opini wajar tanpa pengecualian (unqualified
opinion);

2. opini wajar dengan pengecualian (qualified
opinion);

3. opini tidak wajar (adversed opinion); atau

4. pernyataan menolak memberikan opini
(disclaimer of opinion).




PEMBAHASAN LAPORAN HASIL

PEMBAHASAN
PANITIA
KERJA




-
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PEMBAHASAN ATAS LHP BPK

2.
3.

4,
S

—————

Pembahasan dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:
L[

Pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling
lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
Pembahasan oleh DPRD diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu) minggu.
Dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan
BPK.

Pimpinan DPRD mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD.
Laporan hasil pembahasan dapat berisi usulan:

» Meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan

hasil pemeriksaan BPK, dalamm hal menemukan ketidakjelasan atas
aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yvang tertuang
dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.

Meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal
menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja
tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang
memerhikan pendalaman lebih lanjut.




FUNGSI PENGAWASAN DPRD DALAM TLHP

—— L

. DPRD dapat memberikan dorongan kepada Pemerintah Daerah
untuk mempertahankan kualitas opini wajar tanpa pengecualian
(unqualified opinion).

. DPRD dapat melakukan pengawasan dan monitoring kepada
pemerintah daerah untuk mendorong temuan ataupun rekomendasi
dikoreksi opini wajar dengan pengecualian.

. DPRD dapat mengusulkan kepada Kepala Daerah untuk menegur,
memberikan saran dan/atau arahan yang sifatnya memotivasi
SKPD sesuai dengan tingkat, berat ringan dan sifat temuan opini
tidak wajar (adversed opinion).

. DPRD dapat meminta keterangan dari BPK dan keterangan
dan/atau klarifikasi dari pemerintah daerah terkait pernyataan
menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).




PEMANFAATAN LHP ATAS LKD

Menggunakan hasil penilaian SPI untuk bahan |
perbaikan SPI

Menggunakan koreksi LKD untuk memperbaiki
akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan daerah

Menggunakan catatan pemeriksaan untuk bahan
acuan tindak lanjut perbaikan pengelolaan
keuangan daerah & pengembalian kerugian daerah




LHP kinerja berguna bagi DPRD untuk
menilai mengevaluasi kinerja Pemda
dilihat dari segi ekonomi, efesiensi &

efektifitas pencapaian kegiatan, program,
& fungsi SKPD serta bermanfaat bagi
pengambilan keputusan guna
kesempurnaan, program dan kegiatan




MANFAAT LHP DENGAN TUJUAN TERTENTU

-

LHP dengan tujuan tertentu dapat
dimanfaatkan sebagai bahan pengawasan
legislatif, terutama untuk mengetahui
hasil pemeriksaan sesuai dengan
tujuannya serta untuk
| menindaklanjutinya sesuai dengan

kewenangannya




TUJUAN PEMKSAAN BPK

iIltIte:nilﬂ.i hasil dan efektivitas suatu program yaitu mengukur sejauh
mana suatu program mencapai tujuannya, sebagai contoh:

a.

b.

Sejauhmana tujuan peraturan perundang-undangan dan
organisasi dapat dicapai,

Kemungkinan alternatif lain yang dapat meningkatkan kinerja
program atau menghilangkan faktor-faktor yang menghambat
efektivitas program;

Perbandingan antara biaya dan manfaat atau efektivitas baiaya
suatu program;

Sejauhmana suatu program mencapai hasil yang diharapkan ;

Sejauhmana program Dberduplikasi, tumpang tidih atau
bertentangan dengan program lain yang sejenis;

Sejauhmana entitas yang diperiksa telah mengikuti ketentuaan
pengadaan yang sehat;







MATERI 3

Meningkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Mendekteksi
& Mencegah Potensi Korupsi serta Pemborosan Anggaran.

Oleh :
Indra Dwi Hartanto
(BPK RI)



§>

DPRD

dan

Pencegahan Korupsi

dalam Proses Perencanaan dan
Penganggaran APBD

Indra D. Hartanto

A B Y T B A

SIroSss

Pekalongan, 19 Juni 2026



Statistik Pidana Korupsi di KPK

2016-2021
mmmmm—

DPR dan DPRD

Pemkab/Pemkot

Pemprov

BUMN/BUMD
Komisi

Kementerian/
Lembaga

Total
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15

21

13

11

0

39

99

53

15

13

31

121

114

29

47

199

66

11

: 74

o

145

50

11

16

12

o1

22

312
82

66

2
180

677

58%



8 Area IntervensiKoordinasi Supervisi KPK

Capaian MCP Nasional

O 0X-75% 0 25N-50% @ S0%-75% @ 75%- 100%
33.% 39.% 253} 31 % ZT.EB 27.% 29.2}

Parsncangan dan i*ongadaan Bursng dun Peirman Pungssggan AP Mamalarmod ASA Optiaviali=gsl Pagak bteralemen Asel Dasren Tt Mulals Mewsngan
Foanggaran AFED Jana Dawerah Deris
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KPK ikut memberikan
masukan dalam rangka

gl?:;nr g;;: /KSP.00 /T0-72/04/2021 # April 2021 p em b u ata n p e d oman
i;aer:i!g;rlan t:.lsulan Dalam Rangka Penyusunan Peraluran Menter Dalam p en y usunan A P B D

Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
o

Jakarta
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KAITAN DPRD DENGAN GOOD GOVERNANCE
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PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

~
Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara tidak hanya terdapat
di pusat pemerintahan saja. Pemerintahan pusat memberikan
wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan
pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan
pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembaniuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

\_ .
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PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH,

a N\

Dilaksanakan dengan asas Desentralisasi, yaitu penyerahan
wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping ifu juga
melaksanakan Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang
pemeriniahan oleh Pemerintah kepada Gubernur, Bupati dan
Walikota sebagai wakil pemerintah dan / atau kepada instansi
vertikal, dan serta melaksanakan Tugas Pembantuan, yaitu
penugasan dari pemeriniahan kepada daerah dan/atau desa dari
pemerintahan propinsi kepada kabupaten/kota kepada desa untuk
melaksanakan tugas tertentu.

| 8 /
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Kepemerintahan daerah yang baik (goeod local governance) merupakan issue
yvang paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini

NS

Tuntutan gagasan vang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk
pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik

sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat di samping adanya globalisasi
pergeseran paradigma pemeriniahan dari “rulling governmenf” yang terus bergerak
menuju “good governance’ dipahami sebagai suatu fenomena berdemokrasi secara adil.

NS

Untuk itu perlu memperkuat peran dan fungsi DPRD agar eksekutif dapat
menjalankan tugasnya dengan baik
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Untuk itu perlu kiranya dibuatkan
“kode etik” untuk para anggota
DPRD vang dapat dijadikan
pedoman dalam pelaksanaan
peran dan fungsinya, sehingga
kewenangan yang besar juga
disertai dengan tanggung jawab

secara material mempunyai yang besar pula.

kewajiban untuk memberikan

pelayanan kepada rakvat atau

publik yvang diwakilinya. DPRD .

sebagai wakil rakyat dalam

findakan dan perbuatan harus

menyesuaikan dengan norma-

norma yang dianut dan

Sosok ideal DPRD yang
bermoral, aspiratif
dengan kepentingan
rakyat , dan selalu

kedudukannya sebagai
wakil rakyat tidak
mungkin melepaskan
dirinya dari kehidupan
rakyat yang diwakilinya
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tercela, tidak ferpuji dan
merugikan masyarakat

beriaku dalam kebudayaan g k.

rakyat yang diwakilinya ) mﬂm_pﬂrjuang an
DPRD tidak akan kesejahteraan masyarakat

. melakukan perbuatan dapat terwujud. Kuncinya

yang fidak terpuji, baik eksekutif maupun
3‘;"%1“&";1"'}';%';? ;‘:bﬂd'im legislatif harus terjalin
rakyat untuk £8 komunikasi timbal balik
kepentingannya. Dengan dan adanya keterbukaan

@ memahami etika diantara para pihak

DPRD sebagai lembaga semg{rintal;an dig_arapkan dalam penyelesaian

: 2 apat mengurangi segala permasalahan
legislatif yang tindakan-tindakan yang At

dalam mewujudkan
kesejahteraan rakyainya



Konsep Umum Penganggaran




DEFINISI SISTEM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

Serangkaian kegiatan yang terdiri
dari perencanaan, penganggaran,
penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan
pengawasan Keuangan daerah
untuk mencapai tujuan
penyelenggaraan pemerintahan
Daerah, yaitu terselenggaranya
pelayanan publik yang ekonomis,
efisen, dan efektif.
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"EE b}x
AZAS UMUM e
PENGELOLAAN Bertanggungjawab; Berkeadilan;
KEUANGAN = ot
DAERAH L -

Taat pada peraturan
perundang-

undangan; @

Transparan; Kepatutan dan
manfaat untuk
masyarakat -

Efektif &
Efisien;

B

Pasal 3 PP 12 Tahun 2019
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Gambaran Umum Penganggaran

« Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD)
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah berkedudukan
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, memiliki
fungsi legislasl. anggaran dan pengawasan (UU No. 32 Tahun
2004, Pasal 40 dan 41)

* Fungsi penganggaran merupakan salah satu fungsi DPRD
diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama-sama dengan
pemerintah daerah. Dalam melaksanakan ungsi penganggaran
tersebut DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif dan bukan
reaktif dimana sebagai lembaga legitimasi usulan RAPBD yang
diajukan oleh pemerintah daerah saja.
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» Keterlibatan DPRD secara aktif dan proaktif diimplementasikan
dalam setiap proses/ tahapan penyusunan APBD yang
diagendakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor : 13 tahun 2006. Di sini anggota DPRD dituntut untuk
piawal mengagregasikan kepentingan, tuntutan dan kebutuhan
rakyat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang
sudah ditetapkan. Untuk itu maka perlu memahami makna
anggaran itu sendiri dengan baik.
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ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
(APBD)

4

: Penerimaan Daerah:

‘Rencana Penerimaan Daerah Yang Terukur Secara Rasional
Ymg Dapat Dicapai Untuk Setiap Sumber Femnmmn Daerah
‘Dan Berdasarkan Pada Ketentuan PUU

A 9 9 9 9 © % § N

Pengeluaran Daerah:

* Rencana Pengeluaran Daerah Sesuai Dengan Kepastan
Tersedianya Dana Atas Penenmaan Daerah Dalam Jumlzh

Yang Cukup;
« Memiliki Dasar Hukum Yang Melandasinya

Passl 24 PF12 Tahun 20149

menyebarkaniuaskan tanpa jzin

RENCANA KEUANGAN TAHUNAN
DAERAH YANG DITETAPKAN
DENGAN PERDA

F’enﬁpﬂtﬁﬁ Bm‘n

Fﬁdﬁ RKF‘D

A QS 2 2 T RS RN



PERENCANAAN

Pedoman merencanakan
kegiatan/sub kegiatan

ALOKAS! ]
Diarahkan mengurangi
penganggurandan pemborosan
sumber daya serta meningkatkan

efisiensi dan efektivitas

DISTRIBUSI " L

Kebijakan FL s

anggaran.
memperhatikan rasa keadilan
“dan kepatutan

e E
L s
a® "

OTORISASI

Menjadi dasar melaksanakan
kegiatan/sub kegiatan

O

.
.
"'1...........-'

STABILISASI

Untuk memelihara
mengupayakan
fundamental perekonomian

dan
keseimbangan

Pengawasan
~ Pedoman dalam meniiai
kegiatan/sub  kegiatan sesuai

peraturan perundang-undangan



STRUKTUR APBD

APBD

v

PENDAPATAN

PAD

= Pajak Daerah
» Refribusi Daerah
= Hsl Pengelolaan Kekayaan

Daerah yg Dipisahkan
= Lain —lain PAD yg Sah

Pendapatan Transfer

« Transfer Pemerintah Pusat
« Transfer Antar Daerah

LAIN 2 PD YG SAH

= Hibah

= Dana Darurat
- Lan -ldin Feriapalan sesuai PUU

ll|

BELANJA

Belanja Operasi
* B. Pegawai
* B. Barang & Jasa
- B. Bunga
- B. Subsici
+ B. Bantuan Sosial

Belanja Modal

v

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan
« SILPA
« Pencairan d_cadangan

« Pen) yang dipisahkan

« Penerimaan pinjaman

« Penermaan kembal pembernan
pinjaman

« Penenmaan Pembiayaan lamnya
Sesual PUU

Pengeluaran Pembiayaan

= pembayaran cicilan pokok
Utang
Penyertaan modal

Pembentukan dana cadangan

» Pemberian pinjaman
= pengeluaran Pembiayaan

lainnya sesuai PUU



UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah

Mulai tahun 2024, seluruh pemerintah daerah wajib
merubah Perda pajak dan Retribusi berpedoman
kepada Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
Secara umum perubahan perubahan pada UU No 1
tahun 2022 tersebut adalah sebagai berikut:
« Perubahan Tarif pajak daerah
« Munculnya opsen pajak untuk Pajak Kendaraan
Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(pajak provinsi), dan opsen pajak MBLB (Pajak
Kabupaten/Kota)
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UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah mengamanatkan Daerah
wajib mengalokasikan belanja
pegawai Daerah di luar tunjangan
guru yang dialokasi melalui TKD
paling tinggi 30% dari total belanja
APBD. Dalam hal persentase belanja
pegawai melebihi 30%, Daerah harus
menyesuaikan porsi belanja pegawai
paling lama Ilima tahun terhitung
sejak tahun 2022, atau paling lambat
tahun 2027
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Menurut UU no 1 Tahun 2022, daerah
wajib mengalokasikan belanja
iInfrastruktur pelayanan publik paling
rendah 40% dari total belanja APBD di
luar belanja bagi hasil dan/atau transfer
kepada Daerah dan/atau desa. Dalam
hal persentase belanja infrastruktur
pelayanan publik belum mencapai 40%,
Daerah harus menyesuaikan porsi
belanja infrastruktur pelayanan publik
paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak \
tanggal Undang-Undang ini diundangkan
atau paling lambat tahun 2027
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sesual dengan kebutuhan
penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang

menjadi kewenangan (&
daerah dan kemampuan /=
pendapalan daerah @

lepat wakiu, sesual
dengan tahapan dan
jadwal yang
telahdiietapkan dalam
peraturan perundang-
undangan

PRINSIP PENYUSUNAN

RAPBD

lidak berientangan dengan
kepeniingan umum dan
peraturan perundang-
undangan yang lebihtinggi &
% O

ditakukan secara leriib, efisien,
skonomis, efekll, ransparan,

dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaal unfuk 5
masyarakat dan taat pada P
kelentuan peraturan pemnda@

undangan

berpedoman pada RKPD,
KUA, dan PPAS

APBD merupakan dasar
bagi Pemerintah Daerah
untukmelakukan
penerimaan dan
pengeluaran daerah




JADWAL PENYUSUNAN &
PENETAPAN APBD

|Hllﬂﬁg merFyebarkanh:askaﬂ tanpa izin

No URAIAN WAKTU LAMA L
Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh ) ) *
j Minggu Il bulan Juli "
Kepala Daersh kepada DPRD o
i 4 Minggu
2 Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas
i Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman :
3. Minggu Il Bulan Agustus
Penyusunan BEKA SKPD dan RKA-PPKD
4 Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD serta
’ penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
Paling tambat 60 hari kerja
= Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebelum Pengambilan Paling lambat Minggu | Bulan
" | kepada DPRD persetujuan bersama DPRD September bagi daerah yang
menerapkan 5 {lima) hari kerja
sankepela Daoral per minggu dan Paling lambat
_ Minggu Il Bulan September
Paling lambat 1 bulan sebelum bagi dasrah yang menerapkan 6
6. Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dimulainya tahun anggaran (enam) hari kerja per mingzu
berkenaan

" 5 8 8 @ @
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JADWAL PENYUSUNAN &
PENETAPAN APBD

No URAIAN WAKTU LAMA

Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Te Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 3 hari kerja setelah persetujuan bersama
kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi

Paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan

i ] _ _ Peraturan Daerah tentang APBED dan
Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
8. " Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Penjabaran APBD diterima oleh Menteri
Datam Negeri /Gubernur

Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

- sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan Paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima
) pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan keputusan hasil evaluasi)
Daerah tentang APBD

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala ) )
10. ) . ) ) ) Paling lambat akhir Desember (31 Desember)
Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi '
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=
LL

PROSES PENYAMPAIAN
RANCANGAN KUA & RANCANGAN
PPAS

YG DIKELUARKAN OLEH DPRD
MEEHNUALS DASAR KDH » Disampaikan ke DPRD paling lambat

* KebijakanrPenyusunan Menyusun Rancangan KUA Minggu Kedua bulan Juli
APBD > & Rancangan PPAS S Disampaikan Ke DPRD paling lambat

* Teknis Penyusunan APBD : :
M Kedua bulan Jul
» Hal Khusus Lainnya inggu ua bulan Juli

dibahas bersama
pedoman bagi perangkat

RKA daerah dalam menyusun S
RKA SKPD Paling lambat
Minggu ke-2

KUA & PPAS Nota Kesepakatan

i P ]

S & 0 @
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KEBIJAKAN UMUM APBD

Pasal 1 Angka 22

Dokumen Yang Memuat Kebijakan Bidang Pendapatan,
Belanja, Dan Serta Asumsi Yang
Mendasarinya Untuk Periode 1 (Satu) Tahun

Pembiayaan

Memuat

1. kondisi ekonomi makro daerah;
2. asumsi penyusunan APBD;

3. kebijakan Pendapatan Daerah;
4. kebijakan Belanja Daerah;

5. kebijakan Pembiayaan Daerah;

6. strategi pencapaian

AN PLAFON ANGGARAN
\ (PPAS) Pasal 1 Angka 23

Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang

diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program
dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Memuat

1.menentukan skala prioritas pembangunan daerah;

Z2.menentukan prioritas Program dan Kegiatan untuk
masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
prioritas dan program nasional yang tercantum dalam
rencana kerja Pemerintah Pusat setiap tahun; dan

J.menyusun capaian Kinerja, Sasaran,dan plafon
anggaran sementara untuk masing-masing Program




= Kesesuaian dengn KUA
& PPAS

® Prakiraan majuyg telah
disetujui TA sebelumnya

= Dokumen perencanaan

4.-IIIIIIII!IIIII.IIIIII'III: talnnya

® Capaian kinerja &
indikator kinerja

* Kelompok sasaran
kegiatan

= Standar Satuan Harga
(SSH), ASB & SPM

" Sinkronisasiprogram
dan kegiatan antar
SKPD

PENYIAPAN
RANCANGAN
PERDA
TENTANG APBD

o000 00
o o0 0000 0
& o Rilagang mgnygbagkapluaskan tanpa izin



Kepala daerah wajib
mengajukan rancangan
Perda tentang APBD
disertai penjelasan dan
dokumen pendukung
kepada DPRD paling
lambat 60 (enam puluh)
hari sebelum 1 (satu)
bulan tahun anggaran
berakhir untuk

memperoleh persetuju
bersama antara keﬁ&
daerah dan DPRD
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Ketentuan Umum Penyampaian dan

Pembahasan RaPerda APBD

Kepala daerah yang
tidakmengajukan
rancangan Perda

tentang APBD sesuai
ketentuan, dikenai

sanksi administratif
sesuai dengan

ketentuan peraturan

perundang-undangan

Pembahasan rancangan
Perda tentang APBD
dilaksanakan oleh kepala
daerah dan DPRD setelah
kepala daerah
menyampaikan rancangan
Perda tentang APBD
beserta penjelasan dan
dokumen pendukung
kepada DPRD sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan

Pembahasan rancangan
Perda tentang APBD
berpedoman pada RKPD,
KUA, dan PPAS



/" Membuat N

e . RANPERGUB
| ] sabgaar Pengesahan
!'I =-:,_-' 1P IEHUIN ’ Pagu APBD MDN.
s Tahun Lalu (30 Hari)
. (15 hari) |

PROSES X !
EVALUASI ............................................................
PERDA APBD
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Kondisi Penganggaran Saat

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin
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Penyusunan KUA

* Upaya jaring asmara yang dilakukan belum efektif
« DPRD dan Pemerintah Daerah tidak mengetahui kebutuhan rakyat.
« KUA tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Penyusunan KUA

* Adanya kepentingan individu, kelompok, dan golongan dalam
proses perumusan KUA.

» Kebutuhan rakyat kurang terakomodir.

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Penyusunan KUA

* RPJMD dan Renstra-SKPD:

 Belum banyak pemerintah daerah yang mampu menyusun RPJMD dan
Renstra-SKPD dengan baik

* Arah pembangunan belum jelas:

» Kesinambungan Pembangunan Sulit dicapai.
+ KUA tidak mencerminkan kebutuhan rakyat.

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Penyusunan KUA

* Kurangnya kapasitas anggota DPRD dan pemerintah daerah
dalam merumuskan KUA

* KUA tidak sesuai dengan masukan rakyat (hasil jaring asmara)

« KUA tidak sesuai dengan RPJMD, Renstra-SKPD, dan RKPD (tldak sejalan
dengan arah pembangunan daerah)

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Penyusunan PPAS

1. Mark up nilai anggaran.
2. Kurangnya data pendukung.

3. Kurangnya kapasitas SOM DPRD dan Pemda dalam menyusun
prioritas urusan dan program.

4. Adanya kepentingan individu, kelompok, dan golongan.
9. Prioritas tidak sesuail dengan kebutuhan rakyat.

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Raperda APBD

* Sosialisasi RAPBD:

Kurangnya upaya untuk mensosialisasikan RAPBD kepada rakyat.
« Rakyat tidak/kurang mengetahui RAPBD

* Rakyat tidak dapat memberi masukan atau mengoreksi jika RAPBD tidak
sesuai dengan kebutuhan mereka

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Raperda APBD

* Pembahasan oleh DPRD dan Pemda:

* Pembahasan terlalu detail: DPRD membahas RKA-SKPD yang memuat
program, kegiatan, dan anggaran tiap satuan kerja

« Kesesuaian antara RAPBD dengan KUA dan prioritas program kurang
mendapat perhatian

* Kurang memadainya data pendukung

* Kurang jelasnya pengaturan pembagian tugas dan kerjasama antara
Panitia Anggaran dan Komisi

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Raperda APBD

» Kapasitas SOM kurang memadai
« Kurangnya pemahaman terhadap fungsi penganggaran
« Kurangnya pengetahuan teknis yang terkait dengan penyusunan anggaran

» Staf ahli (Jika ada) kurang dimanfaatkan secara optimal
* Adanya kepentingan individu, kelompok,dan golongan

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Raperda APBD

* Persetujuan terhadap Raperda APBD:

Umumnya persetujuan DPRD diberikan terlambat (melebihi batas waktu
yang ditetapkan, yaitu paling lambat 1 bulan sebelum TA ybs. dilaksanakan)

* Perda APBD terlambat ditetapkan
* Pelaksanaan proyek terlambat dilaksanakan

* Mendorong terjadinya penyelewengan dana

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Peningkatan Kondisi Penganggaran

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Penyusunan KUA

* Penyusunan KUA harus mempertimbangkan/ berpedoman pada
hal-hal berikut:

* Kebutuhan rakyat (diketahui melalui jaring asmara), bukan kepentingan
individu, kelompok, atau golongan =2 Lihat modul fungsi perwakilan.

* RPJMD, dan RKPD.
» Kinerja tahun lalu (data historis).
* Kesinambungan pembangunan daerah.

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Penyusunan KUA (Contoh)

* Pimpinan DPRD Kota XYZ menugaskan Anggota Dewan untuk
melakukan jaring asmara ke seluruh daerah pemilihan (tingkat
desa):

* Tim | melakukan kunjungan di 11 kelurahan

* Tim Il melakukan kunjungan di 10 kelurahan
* Tim Ill melakukan kunjungan di 14 kelurahan
* Tim IV melakukan kunjungan di 11 kelurahan

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Penyusunan PPAS

* Pembahasan rancangan PPAS harus didukung oleh data yang
memadai, misalnya:

 KUA yang baik (mencerminkan kebutuhan rakyat dan sesuai dengan
RKPD).

* Konfirmasi kepada rakyat mengenai urutan prioritas kebutuhan rakyat.
* Multiyears project = menjaga kesinambungan pembangunan.

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Raperda APBD

* Sosialisasi Raperda APBD:

DPRD harus aktif dan proaktif mensosialisasikan Raperda APBD sebelum
pembahasan:

« Memilih metode sosialisasi yang paling tepat.
* Membuka saluran komunikasi yang efektif untuk menerima masukan
rakyat, misalnya
* Menyediakan telepon bebas pulsa
* Membuka kotak pos khusus
* Membuka alamat email
* Membuat liflet
* Dimuat dalam media masa lokal

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Raperda APBD

* Pembahasan Raperda APBD:

* Evaluasi oleh DPRD jangan terlalu detail. Evaluasi detail diserahkan pada
staf ahli/tenaga ahli (jika ada).
 Pembahasan dengan eksekutif difokuskan pada:
* Sinkronisasi antara RAPBD dengan KUA dan prioritas program/kegiatan.

* Sinkronisasi antara RAPBD dengan program pemerintah pusat.
» Kelayakan besaran anggaran dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Raperda APBD (Contoh)

* Atas rekomendasi DPRD, Pemkot ABC membentuk klinik anggaran
yang bertugas untuk memverifikasi rancangan program dari tiap
satuan kerja.

* Dengan adanya klinik anggaran ini pembahasan AKA oleh DPRD
tidak memakan waktu lama.

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Raperda APBD (Contoh)

* Atas rekomendasi DPRD, Pemkot ABC membentuk klinik anggaran
yang bertugas untuk memverifikasi rancangan program dari tiap

satuan kerja.

* Dengan adanya klinik anggaran ini pembahasan AKA oleh DPRD
tidak memakan waktu lama.

* Panitia Anggaran DPRD Kata KLM dibagi dalam 3 (tiga) kelompok,
yaitu:
* Kel. 1: Membahas pendapatan.
* Kel. 2 : Membahas belanja aparatur dan publik.
« Kel. 3: Membahas pembiayaan.

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Sosialisasi Perda APBD

* DPRD harus mendorong Pemda untuk mensosialisaikan Perda
APBD melalui cara yang efektif (tatap muka, media massa, dll).

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Sosialisasi Perda APBD (Contoh)

* DPRD Kabupaten OPQ membuat poster APBD yang ditempelkan
di tempat-tempat strategis.

* DPRD Kota HIJ) memberikan rekomendasi kepada Pemda agar
pelaksanaan proyek-proyek APBD tahun 200x, diawali dengan
pemberitahuan kepada lurah lurah setempat dan disosialisasikan
Kepada masyarakat.

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Titik paling rawan dalam penyusunan APBD
Sektor Pendapatan
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Penentuan target pajak Hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan
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Titik paling rawan dalam penyusunan APBD
Sektor Belanja

Anggaran Pokir Anggaran Hibah Anggaran Bantuan Sosial

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin



Titik paling rawan dalam penyusunan APBD
Sektor Pembiayaan

Pinjaman Daerah Hasil Penjualan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Dilarang menyebarkanluaskan tanpa jzin
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MATERI 4

FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
"Pemahaman Anggaran Fungsi Ruang Kerja DPRD”

Dipimpin oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas



FGD (Focus Group Discussion)




FGD (Focus Group Discussion)




FGD (Focus Group Discussion)
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FGD (Focus Group Discussion)




YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

Tanda Terima Seminar Kit



YAYASANALUMNIUNIVERSITAS DIPONEGORO

UNIVERSITAS SEMARANG

PUBAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS SEMARANG [PPSDM-UEM|
Sokrelanal  J Soskamo Hatta Tlogosan 50106 Telp (024) 6702757

Wabaite w4 a5 = dmall | diklinl usimg@gmatl com

TANDA TERIMA SEMINAR KIT

WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANYUMAS
“Pemuhaman Angparan Fungsi Ruang Kerja DIPRD™
Htel Dafam Pekalongan, 18 s.d 20 Juni 2026

NO NAMA JABATAN
I | AGUS PRIYANGGODO Ketua DPRD
2> | IMAM AHFAS, S Pd., MPd Wikil Ketus DPRD
3| MUH. ERLANGGA ADI NUGRANA, SM, Wakil Ketua DPRD
4 | JOKO PRAMONO, S.E. Wakil Ketua DPRD
" s | drg ANDRIAS KARTIKOSARI Anggota DPRD
6 | ITO ANJARIN, S.So0s Anggota DPRD
7 | H, SAMSUDIN TIRTA, S.E.. MM Anggota DPRD
§ | DIDIRUDIANTO, $.Par., MM. Anggota DPRD
9 | OFAN SOFIAN, S Sos Anggota DFRD
10 | RELLYA VENNY OCTALINA Anggota DPR
11 | JASMIN, S1L Anggown DFRD | 11
12 | WAWAN YUWANDHA, S.P. Anggota DPRD
13 | AGUS SUPRIYANTO Anggota DPRD <%’
14 | TRISNO SUDARSD, 8 So0s. Anggota DPRD
15 | H ANANG AGUS KOSTRAD DIHARTO Anggots DPRD
16 | dr, HENRY CHRISTIANTO Angeota DFRD
17 | ANDRIKUSMAYADL ST Angpots DPRD
18 | SANDUNG WIJOKO Anggota DPRD
19 | MERAKARNO RAHUSNA TARUNO, S.T. Anggota DPRD
20 | H. AHMAD DARISUN Anggota DPRD
31 | H. WORO SULISTIYONO, $.H. Anggota DPRD
22 | Dr. MUGIARTI, S.Pd. MM, Anggota DPRD
23 | MUSTOFA, 5.Ag. Anggotn DPRD
24 | IMAM SANTOSA, S H. Angeota DPRD
26 | DUKHA NGABDUL WASIH  Anggota DPRD
26 | TATIIRAWATL, AMd Anggota DPRD
27 | DANAN SETIANTO, SE. Anggota DPRD
I 238 | Ir. BUDIYONO - Anggom DPRD
29 | HRACHMAT IMANDA SE. Ak Anggota DPRD
30 | Hj. YUNINGSIH Anggola DPRD




|

1] SAMA JABATAN Tul‘"]'ﬂ 'l'-t\"[.ulh

I E3 | T ALFIATUN KHASANAH, S TrKeh. Anppota DPRD 3 l'f

| 32 | SISWONDO Anggota DPRD T rﬁfﬁ_?-f

i:z.t__' BOBEY LISTYO WIDIATMOKO, § AngronDPRD |33 7

| 34 | DEDI SUPRIVANTO, SHom AnggowDPRD | [ _=L.H=\|_J
35 | EKO PRAMONO Anggo DPRD | 38 @

36 | SLAMET SUKOCO. S TP. Anggota DPRD ET ¥
37 | ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, SE Anggoa DPRD |37 glae|

38 | Dr H SUPANGKAT, SH, MH. AnggoaDPRD (" ]
39 | ANDIK PEGIARTO, S KM Anggon DPRD | SO Y/~ 34|
#0 | DODET SURYONDARU M, ST Anggota DPRD L an_ |4
41 | SETIA BUDIYANTO, S Hut. S H. Anggota DPRD Wl A B i
42 | MUCHTAR NASIR, §.Pd Anggota DPRD 2 LA~
11 | CIPTO PUSIHARSO, S E Anggota DPRD
# | NARTAM ANDREA NUSA Anggota DPRD
45 | BALOQIS FADILLAH, SH1, MPd Anggota DPRD

r 46 | IWAN SUPRIYANTO, S.H, MH. Anggota DPRD

[ 47 | ABDULLAH ARIF BUDIMAN Anggota DPRD

Edi Purnom
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YAYASAN ALUMNI UNIVERSITAS DIPONEGORO
UNIVERSITAS SEMARANG (USM)

DOKUMENTASI



LAPORAN WORKSHOP
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DOKUMENTASI KEGIATAN

Registras: Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG | PPSDM-USM |




LAPORAN WORKSHOP

Registrast Peserta
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LAPORAN WORKSHOP

Registrast Peserta
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LAPORAN WORKSHOP

Registras: Peserta
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LAPORAN WORKSHOP

Registras: Peserta
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LAPORAN WORKSHOP

Registras: Peserta
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LAPORAN WORKSHOP

Registras: Peserta
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LAPORAN WORKSHOP

Registrast Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WMANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM )




LAPORAN WORKSHOP

Registras: Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WMANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM )




LAPORAN WORKSHOP

Pembacaan Teks MC oleh Saudar Laksita Saraswati

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WMANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM )




LAPORAN WORKSHOP

DPRD KAB. BANYUMAS "
Pemaaman Anggran Fungs R Ko DPRD'

 WORKSHOP -~

Menyanvikan Lagu Indonesia Raya Saat Pembukaan
Arcara Workshop DPRI} Kabupaten Banvumas

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WMANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM ) 11



LAPORAN WORKSHOP

Mengheninokan Cipta Saat Pembukaan Acara Workshop DPED Kabupaten Banvumas dipimpin
oleh Wakil Rektor I Universitas Semarane. Bapak Dr. Abdul Karnim S E MBS Ak CA

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WMANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM )




LAPORAN WORKSHOP

M

Sambutan Pembukaan Rektor Universitas Semarang (USM) vang dalam hal ini dewakili oleh Wakil
Rektor Il Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Karsim, SE_ M8 Ak CA .

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WMANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM )




LAPORAN WORKSHOP

Sambutan Pembukaan Kepala BPSDMD Provinst Jawa Tengah
Ibu D Uswatun Hasanah S Pd._ M Pd..

_— e
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNTVERSITAS SEMARANG { PPSDM-USM )




LAPORAN WORKSHOP

Sambutan Ketua DPRD Kabupaten Banvumas Bapak Agus Privangeodo,
sekalipus membuka acara workshop DPRD Kabupaten Banyumas

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WMANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM ) 15



LAPORAN WORKSHOP

Penverahan Ucapan Terima Kasth dan Umiversitas Semarang (USM) vang dalam hal 11 diwakili oleh
Walkil Rektor IT Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Kanm SE_ M S Ak CA
Kepada Ketua DPRD Kabupaten Banyvomas Bapak Agus Privanggodo

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WMANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM ) 16




LAPORAN WORKSHOP

Penyerahan Ucapan Tenma Kasih dan Universitas Semarang (IJSM) vang dalam hal i1 diwalkals
oleh Wakil Rektor 11 Universitas Semarang Bapak Dr. Abdul Kanm, S E MS:1 Ak CA |
kepada Kepala BPSDMD Provins: Jawa Tenpah Ibu Dr Uswatun Hasanah, SPd._ M Pd
—_———

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WMANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM ) 17




LAPORAN WORKSHOP

Penverahan Ucapan Terima Kasih dant Universitas Semarang (USM) vang dalam hal 1m diwakali
oleh Wakil Reltor 1 Umiversitas Semarang Bapak Dr. Abdul Kanm 5 E M S, Ak  CA  kepada
Sekretaris DPRD Kab, Banyumas vang dalam hal im diwakili oleh Kabag Umum Sekretanat
DPED Kab. Banyumas Bapak Fendy Rudianto, SE.

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WMANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM )




LAPORAN WORKSHOP

Foto bersama setelah Acara Pembukaan Workshop DPRD Kabupaten Banyumas
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LAPORAN WORKSHOP

Foto bersama setelah Acara Pembukaan Workshop DPRD Kabupaten Banvumas

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM | 20




LAPORAN WORKSHOP

Penvampaian maten1 - Pokok- Pokok Pilaran (Pokir) Anggota DPRD™ dengan narasumber Bapak
Purmmomo Batamba, STP  M.5c. (Kemendagn RI) vang di dampingi oleh Thu Dews, SPd. sebaga:

moderator.

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WMANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM )




LAPORAN WORKSHOP

Penvampaian maten “Pokok- Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD dengan narasumber Bapak
Purnomo Batamba, S1P_ M.5c: (Kemendagr RI) vang di dampingt oleh Ibu Dew:, S Pd. sehagai

moderator.

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WMANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM )




LAPORAN WORKSHOP

Tanya Jawab Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WMANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM ) 23



LAPORAN WORKSHOP

Tanya Jawab Peseria

Keaktifan Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WMANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM )




LAPORAN WORKSHOP

Keaktifan Peserta.
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LAPORAN WORKSHOP

Keaktifan Peserta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WMANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM ) 26



LAPORAN WORKSHOP

Kealktfan Peserta.

7
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LAPORAN WORKSHOP
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Foto Bersama Narasumber Bapak Purnomo Batamba. S1P.. M. Se. (Kemendagn RT).
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LAPORAN WORKSHOP

Penyvampaian maten “Memahami Potenst Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 20277
dengan narasumber Bapak Pumomo Batamba, S.I1P.. M Sc. (Kemendagr: RI) yang di dampingt
oleh [bu Dewi, 5 Pd. sebagai moderator.

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPADM-LISM |




LAPORAN WORKSHOP

Penyvampaian maten “Memahami Potenst Fraud dalam Pengelolaan & Perencanaan APBD 20277

dengan narasumber Bapak Purnomo Batamba, S1P.. M Sc. (Kemendagr: RI) vang di damping
oleh [bu Dewi, 5 Pd. sebagai moderator.

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM |




LAPORAN WORKSHOP
D
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Tanva Jawab Peserta.
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LAPORAN WORKSHOP

Keaktifan Peserta
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LAPORAN WORKSHOP

Keaktifan Peserta.
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LAPORAN WORKSHOP

Keaktifan Peserta.
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LAPORAN WORKSHOP

Keaktifan Pezerta.
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LAPORAN WORKSHOP

Foto bersama narasumber Bapak Pumomo Batamba, S1P.. M Sc (Kemendagn RI)
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LAPORAN WORKSHOP
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Penyvampaian maten “Meninogkatkan Kapasitas Fungsi Penganggaran DPRD dalam Mendeteks: &
Mencegah Potens1 Komps: serta Pemborosan Anggaran™ dengan narasumber Bapak Indra Dwa
Hartanto (BPE RI) vang di dampmgi oleh Tbu Dew, 5. Pd. sebaga moderator

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM |




LAPORAN WORKSHOP

Penyampailan matent “Menmngkatkan Kapasitas Fungst Penganggaran DPRD dalam Mendeteks: &
Mencegah Potensi Korups: serta Pemborosan Anggaran”™ dengan narasumber Bapak Indra Dwa
Hartanto (BPK RI) yvang di dampingi oleh Tbu Dewt, 5 Pd. sebagai moderator

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPADM-LISM |




LAPORAN WORKSHOP

Tanva Jawab Pesearta
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LAPORAN WORKSHOP

Tanva Jawab Peserta
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Tanya Jawab Peserta

Keaknfan Pezerta

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM |




LAPORAN WORKSHOP

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA — UNIVERSITAS SEMARANG [ PPSDM-USM |




LAPORAN WORKSHOP

Kealktifan Peserta.
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Keaknfan Pezerta
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Foto bersama narasumber Bapak Indra Dwi: Hartanto (BPK RI)
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FGD (Focus Group Dhiscussion) Internal DPRD
“Pemahaman Anggartan Fungs: Ruang Kena DPRD™
Dipimpin eleh Pimpinan DPRD Kabupaten Banyumas
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FGD (Focus Group Discussion) Internal DPRD
“Pemahaman Anggaran Fungst Ruang Kenga DPRD”

Dhpimpin oleh Pimpinan DPED Kabupaten Banyvumas
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FGD (Focus Group Dhiscussion) Internal DPRD
“Pemahaman Anggartan Fungs: Ruang Kena DPRD™
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Pekalongan, 1854 20 Juri 2026

Sambutan oleh Ketua DPRD kabupaten Banyumas Bapak Apus Pnivanggodo sekaligus menutup
acara workshop DPRD Kabupaten Banyumas
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